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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi SiLPA 
APBD dan  informasi arus kas (operasi, investasi, dan pembiayaan) 
terhadap penganggaran belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 
21 Tahun 2007 dalam kaitannya dengan klasifikasi pemerintah daerah. 
Pengklasifikasian pemerintah daerah mengacu pada Permendagri Nomor 
21 Tahun 2007 yang mengatur tentang klasifikasi kemampuan keuangan 
pemerintah daerah berdasarkan jumlah pendapatan umum dikurangi 
dengan belanja pegawai (gaji dan tunjangan).  
 Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah yang tercatat di 
Ditjen l BAKD Departeman Dalam Negeri per 31 Desember 2007. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 54 pemerintah daerah. Alat 
analisis yang digunakan adalah uji regresi linear berganda. 
 Hasil pengujian statitis menunjukkan bahwa informasi SiLPA APBD 
dan arus kas investasi berpengaruh signifikan terhadap penganggaran 
belanja modal pada pada pemerintah daerah berklaster a dan berklaster c. 
Pada pemerintah daerah berklaster b tidak terdapat satupun variabel yang 
secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penganggaran belanja 
modal.  
 
Kata kunci: Informasi SiLPA APBD, arus kas (operasi, investasi 
dan pembiayaan), penganggaran belanja modal, 






This study examines the effect of net realized income of APBD and 
cash flow information (operations, investing, and financing) on capital 
budgeting based on Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 regulated by local 
government clusters. The clusters classification method based on 
Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 that regulated the financial capacity 
of local government global revenues minus salary and allowances of 
employee.  
The population of this study is local government as registered at 
Ditjen BAKD of Ministry of Home Affair. Purposive sampling is used as 
sampling method. Further, 54 local government are anlayzed. The statistic 
method is used to test the hypotheses is multiple regression. 
The result of this study shows that the information of net income of 
APBD and cash flow from investing have a significant effect on capital 
budgeting for a and c local government’ cluster. This study failed to find 
that in the local government cluster b there are no variabels has effect on 
capital budgeting partially.   
 
Keywords: Net realized income of APBD, cash flow (operations, 







Sisa lebih perhitungan APBD atau lebih dikenal dengan istilah SiLPA 
APBD merupakan salah satu parameter kinerja organisasi pemerintah 
daerah yang mendapat perhatian utama dari para pemangku 
kepentingan/publik (Mardiasmo, 2002a). Informasi SiLPA APBD yang ada 
dalam laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator 
bagi rekanan pemerintah daerah (misalnya, kontraktor) dalam dalam 
membuat keputusan perencanaan investasi (Devas, 1989; 
http://swa.co.id/). Selain SiLPA APBD, pemangku kepentingan juga 
menggunakan informasi arus kas sebagai ukuran kinerja pemerintah 
daerah. Kandungan informasi arus kas dapat diukur dengan menggunakan 
kekuatan hubungan antara variabel akuntansi (arus kas) dengan 
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penganggaran modal. Secara teoritis, sama halnya dengan organisasi 
bisnis, manfaat utama informasi arus kas pada pemerintah daerah adalah 
membantu para pemangku kepentingan (rekanan/kontraktor, investor 
atau kreditor) memprediksi kas yang mungkin didistribusikan dalam 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan 
datang, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
membayar kewajiban berupa pokok utang dan bunga kepada pemerintah 
pusat (sebagai akibat dari penerusan pinjaman) atau membantu dalam 
penilaian risiko variabilitas keuangan jika misalnya pemerintah daerah 
menerbitkan obligasi (municipal bonds). Informasi arus kas sebagai salah 
satu ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi keuangan serta 
prospek untuk bertumbuh di masa depan (Baridwan, 1997; Mardiasmo, 
2000a; Atmini,  2002; Rachim, 2004; Ekawati, 2005, Rohman, 2005).  
Para pemangku kepentingan atas laporan keuangan pemerintah 
daerah seperti pemerintah pusat, rekanan/kontraktor, investor, kreditur 
dan masyarakat umum  adalah pemakai laporan keuangan yang 
berkepentingan untuk mengetahui informasi yang lebih superior dan lebih 
bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah 
pada suatu periode tertentu. Faktor kemampuan keuangan atau kerangka 
ekonomis yang dihadapi pemerintah daerah perlu dipertimbangkan 
dengan memasukkan klasifikasi atau klaster kemampuan keuangan daerah 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2007 yang mengatur klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah 
daerah.  
Sejalan dengan kondisi organisasi bisnis, klasifikasi organisasi 
pemerintah daerah menunjukkan bahwa organisasi pemerintah daerah 
yang memiliki kapasitas keuangan yang berbeda memiliki karakteristik 
informasi arus kas yang berbeda (Black, 1998; Atmini, 2002; Pemerintah 
Republik Indonesia, 2005; Menteri Dalam Negeri, 2007). Perbedaan 
kapasitas keuangan daerah antar pemerintah daerah juga arus kas perlu 
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dipertimbangkan pada saat menghitung  kemampuan penganggaran 
pemerintah daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD).  
Kemampuan penganggaran pemerintah daerah (APBD) terdiri dari 
dua komponen, yaitu jumlah aset yang dimiliki (assets in place) dan 
kesempatan bertumbuh (growth opportunities). Pada pemerintah daerah 
yang berklaster c (terbawah), growth opportunities merupakan komponen 
terbesar dibandingkan dengan assets in place, sedangkan pada 
pemerintah daerah berklaster a (tertinggi) assets in place menjadi 
komponen yang lebih besar dibandingkan dengan growth opportunities 
(Pashley dan Philippatos, 1990; Atmini, 2002; Menteri Dalam Negeri, 
2007). Karena proporsi kedua klaster pemerintah daerah tersebut 
berbeda, maka informasi ukuran kinerja keuangan/akuntansi khususnya 
informasi arus kas yang disediakan pada masing-masing klaster untuk 
masing-masing komponen juga berbeda, demikian pula relevansi 
kandungan informasinya (Pashley dan Philippatos, 1990; Ngaisah dan 
Indriantoro, 2000; Habbe dan Jogiyanto, 2002; Atmini, 2002; Chariri dan 
Ghozali,  2003; Juliarto, 2004; Ekawati, 2005; Pemerintah Republik 
Indoensia, 2005; Menteri Dalam Negeri, 2007). 
Penelitian mengenai penganggaran belanja modal pemerintah 
daerah yang memasukkan faktor klasifikasi kemampuan keuangan daerah 
relatif masih sedikit dilakukan di Indonesia. Sedangkan penelitian di sektor 
bisnis yang meneliti tentang ukuran kinerja perusahaan dikaitkan dengan 
siklus hidup atau klaster perusahaan antara lain dilakukan oleh Black 
(1998) yang memperoleh bukti empiris bahwa siklus hidup perusahaan 
mempengaruhi value-relevance ukuran laba dan arus kas. Hasil penelitian 
Atmini (2002) menunjukkan adanya bukti empiris bahwa arus kas 
pendanaan mempunyai value-relevace pada growth, sedangkan pada 
mature hanya arus kas dari investasi yang mempunyai value-relevance. 
Penelitian ini melakukan pengujian lanjutan mengenai value-relevance 
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arus kas pada sektor non-bisnis dalam hal ini sektor pemerintahan. 
Pengujian dilakukan dengan memasukkan klaster pemerintah daerah 
sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini 
mengikuti pola rerangka model penelitian yang dikembangkan oleh Black 
(1998) dan Ekawati (2005).  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh informasi SiLPA APBD dan arus kas (operasi,  
investasi, dan pembiayaan) terhadap terhadap penganggaran belanja 
modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda. Hasil penelitian ini 
diharapkan akan memberikan kontribusi berupa simpulan adanya 
konsistensi hasil berupa bukti empiris tentang pengaruh informasi SiLPA 
APBD dan arus kas terhadap penganggaran belanja modal pada klaster 
pemerintah daerah yang berbeda.  
 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Teori Sinyal  
  Teori sinyal (signalling theory) membahas tentang bagaimana 
seharusnya keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen suatu 
organisasi baik perusahaan maupun pemerintah daerah (agen) dapat 
disampaikan/diinformasikan kepada para pemangku kepentingan atau 
pemegang saham (prinsipal). Penyampaian laporan keuangan dianggap 
sebagai suatu sinyal apakah agen bertindak sesuai dengan kontrak yang 
telah yang telah ditetapkan oleh prinsipal. Inti argumentasi dari teori 
sinyal ini adalah adanya dorongan faktor ekonomi untuk melakukan suatu 
hal -- bahkan hal buruk sekalipun -- dalam rangka pembuatan laporan 
keuangan (Black, 1998; Habbe dan Jogiyanto, 2002; Chariri dan Ghozali, 
2003; Jogiyanto dan Indriana, 2005). 
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Klaster Pemerintah Daerah  
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2007, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten 
diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klaster yaitu:  
a. Klaster a, yaitu pemerintah daerah yang memiliki kemampuan 
keuangan di atas Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) 
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tertinggi;  
b. Klaster b, yaitu pemerintah daerah yang memiliki kemampuan 
keuangan antara Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) 
sampai dengan Rp.400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) 
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tengah/sedang; 
dan  
c. Klaster c, yaitu pemerintah daerah yang memiliki kemampuan 
keuangan di bawah Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) 
dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah terbawah/rendah.  
Pemerintah daerah pada klaster c pada umumnya daerah memiliki 
salah satu ciri yang melekat yaitu relatif masih kurang atau terbatas 
kepemilikan atas infrastruktur dan kemampuan memperoleh pendapatan 
asli daerah (PAD) sedangkan pemerintah daerah klaster a memiliki ciri 
yang relatif kebalikan dari klaster c. Pada pemerintah daerah berklaster c 
telah memiliki infrastruktur yang cukup dan variasi pemangku kepentingan 
lebih banyak, sehingga pemerintah daerah cenderung melakukan upaya 
mempertahankan kemampuan keuangan dan melakukan variasi 
penganggaran jasa (belanja pegawai dan belanja barang/jasa) 





Pengaruh Informasi SiLPA APBD Terhadap Penganggaran Belanja 
Modal pada Klaster Pemerintah yang Berbeda 
Pada klaster c (terbawah), pemerintah daerah banyak melakukan 
pengeluaran kas untuk pembangunan fisik (infrastruktur), penjajakan 
investasi langsung dari sektor swasta ke pemerintah daerah, dan 
ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah 
berusaha mendapatkan investasi langsung dari sektor swasta sehingga 
belum menghasilkan banyak pendapatan, dengan demikian pada klaster 
ini pemerintah daerah akan memiliki kecenderungan melaporkan sisa lebih 
perhitungan APBD (SiLPA APBD) yang relatif kecil. Walaupun SiLPA APBD 
bernilai kecil, pemerintah daerah memiliki kesempatan tumbuh yang besar 
dan prospek untuk menghasilkan SiLPA APBD positif di masa depan 
sehingga diharapkan kemampuan penganggran belanja modal tinggi. 
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu hipotesis bahwa informasi 
SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster c (terbawah) berpengaruh 
negatif terhadap penganggaran belanja modal.  
Pemerintah daerah yang berada pada klaster b (tengah), memiliki 
kondisi sedang mengalami perkembangan investasi. Pemerintah daerah 
telah mendapatkan sejumlah pembiayaan sehingga kesempatan untuk 
bertumbuhnya telah dimulai dalam bentuk investasi sehingga jumlah aset 
(assets in place) lebih banyak karena mengalami peningkatan daripada 
pemerintah daerah klaster c. Selain itu pemerintah daerah sudah mulai 
memperoleh investasi langsung dari sektor swasta dan pendapatan asli 
daerah mulai meningkat. Pemerintah daerah pada kalster b ini masih 
memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang yang besar serta 
prospek untuk terus menghasilkan SiLPA APBD yang besar di masa depan 
sehingga diharapkan kemampuan penganggran belanja modal tinggi. Hal 
ini sejalan dengan hasil penelitian di sektor swasta, misalnya Atmini 
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(2002) yang menemukan bahwa besarnya net income berpengaruh 
signifikan dan berhubungan positif terhadap kapasitas keuangan 
organisasi. Sehingga pada klaster ini dapat dibuat hipotesis bahwa 
informasi SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster b berpengaruh 
positif terhadap penganggaran belanja modal. 
 Pada klaster a (tertinggi), pemerintah daerah dalam masa 
puncaknya, kepemilikan infrastruktur lebih banyak dan kapasitas 
keuangan semakin kuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah pada klaster 
ini mampu menghasilkan SiLPA APBD dalam jumlah yang besar dibanding 
dengan klaster b dan klaster c. SiLPA APBD dalam jumlah yang besar 
mencerminkan kondisi pemerintah daerah yang mapan sehingga 
pemerintah daerah mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
maupun pembangunan fisik yang tinggi sehingga diharapkan kemampuan 
penganggaran belanja modal tinggi. SiLPA APBD diharapkan berhubungan 
positif terhadap kemampuan penganggaran belanja modal. Hal ini sejalan 
dengan hasil penelitian di sektor bisnis, misalnya Black (1998) yang 
menyatakan bahwa net income berhubungan positif dengan kapasitas 
keuangan organisasi. Sehingga dapat dihipotesiskan bahwa informasi 
SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster a berpengaruh positif 
terhadap penganggaran belanja modal. 
Dari ekspektasi tersebut, dapat dikembangkan 3 (tiga) hipótesis 
sebagai berikut:  
H1a: Informasi SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster c 
berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja 
modal. 
H1b: informasi SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster b 
berpengaruh positif terhadap penganggaran belanja 
modal. 
H1c: informasi SiLPA APBD pemerintah daerah pada klaster a 




Pengaruh Arus Kas Terhadap Penganggaran Belanja Modal pada 
Klaster Pemerintah yang Berbeda 
Baridwan (1997) menunjukkan bahwa terdapat nilai tambah bagi 
para pemakai laporan keuangan atas informasi arus kas. Informasi arus 
kas dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam keputusan pemerintah 
pusat, rekanan/kontrator, investor, kreditur dan manajemen pemerintah 
daerah untuk mengetahui prospek kinerja suatu pemerintah daerah satu 
tahun ke depan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap kapasitas 
penganggaran belanja modal sebagai bentuk keberlanjutan pembangunan 
dan penyelenggaran pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2000a; 2000b; 
Atmini, 2002; Menteri Dalam Negeri, 2007). 
  Pada sektor bisnis, penelitian Ekawati (2005) menguji relevansi nilai 
informasi arus kas dalam kaitannya dengan siklus hidup perusahaan. Hasil 
penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa klaster atau siklus hidup 
organisasi mempunyai relevansi informasi arus kas. Arus kas investasi dan 
arus kas pembiayaan/pendanaan mempunyai value-relevance pada posisi 
klaster terbawah  (start-up) sedangkan arus kas operasi dan arus 
pembiayaan/pendanaan mempunyai value-rekevance pada klaster tengah 
(growth). Pada klaster tinggi (mature) komponen arus kas mempunyai 
value-relevance.  
Arus kas operasi pemerintah daerah yang berada pada klaster c 
diasumsikan bernilai negatif karena pemerintah daerah masih dalam taraf 
mau akan membangun infrastuktur dan belum mampu menghasilkan arus 
kas masuk  operasi dalam jumlah yang lebih besar daripada arusn kas 
keluarnya. Walaupun arus kas operasi bernilai negatif, pemerintah daerah 
pada klaster c memiliki prospek dan kesempatan tumbuh yang lebih besar 
di masa yang akan datang untuk menghasilkan arus kas yang positif yang 
nantinya diharapkan pada tingginya penganggaran belanja modal. Arus 
kas dari operasi ini diharapkan berhubungan negatif dengan 
penganggaran belanja modal. Berdasarkan uraian diatas dapat 
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dihipotesiskan bahwa informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 
klaster c (terbawah) berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja 
modal. 
Pada klaster b, pemerintah daerah umumnya sudah mampu 
memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) serta menghasilkan arus kas 
operasi yang positif meski masih relatif kecil. Pemerintah daerah pada 
klaster b masih memiliki prospek dan kesempatan untuk berkembang 
hingga mencapai jumlah yang maksimal di masa yang akan datang 
sehingga diharapkan penganggaran belanja modal tinggi. Arus kas operasi 
diharapkan berhubungan positif dengan penganggaran belanja modal. Hal 
ini didukung penelitian Black (1998) yang berhasil menemukan bukti 
bahwa arus kas operasi berhubungan positif dengan nilai kemampuan 
keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis: informasi 
arus kas operasi pemerintah daerah pada klaster b berpengaruh positif 
terhadap penganggaran belanja modal. 
Arus kas operasi yang dihasilkan diharapkan semakin besar ketika 
klaster a, hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah 
daerah relatif sangat tinggi. Arus kas operasi yang positif ini 
mencerminkan realitas ekonomi pemerintah daerah yang baik sehingga 
penganggaran belanja modal diharapkan tinggi. Arus kas operasi 
diharapkan berhubungan positif dengan penganggaran belanja modal. Hal 
ini sesuai dengan hasil penelitian Black (1998) yang memperoleh bukti 
bahwa arus kas operasi berhubungan positif dengan nilai kemampuan 
keuangan. Dari uraian ini dapat ditarik suatu hipotesis informasi arus kas 
operasi pemerintah daerah pada klaster a berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
H2a: Informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 
klaster c berpengaruh negatif terhadap penganggaran 
belanja modal. 
H2b: Informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 
klaster b berpengaruh positif terhadap penganggaran 
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belanja modal. 
H2c: Informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 




Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Penganggaran Belanja 
Modal pada Klaster Pemerintah Daerah yang Berbeda 
 
Pada klaster c, arus kas investasi suatu pemerintah daerah bernilai 
negatif karena pada klaster ini pemerintah daerah melakukan pengeluaran 
investasi yang sangat besar terutama dalam 
mengembangkan/membangun infrastrukturnya. Nilai arus kas investasi 
yang negatif ini justru mencerminkan pemerintah daerah masih memiliki 
peluang untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang, 
sehingga dalam hal ini diharapkan penganggaran belanja modal 
pemerintah daerah tinggi. Arus kas investasi diharapkan berhubungan 
negatif dengan penganggaran belanja modal. Black (1998) memperoleh 
bukti bahwa arus kas investasi berhubungan negatif dengan nilai 
kemampuan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis 
informasi arus kas investasi pemerintah daerah pada klaster c 
berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal. 
Pada klaster b, arus kas pemerintah daerah yang berasal investasi 
cenderung masih benilai negatif sebab pemerintah daerah masih 
melakukan investasi dalam mempertahankan besaran pendapatan asli 
daerah (PAD) maupun berusaha memanfaatkan teknologi yang ada. Arus 
kas investasi yang bernilai negatif ini memberikan gambaran bahwa 
pemerintah daerah masih melakukan investasi dalam membangun 
infrastruktur, memiliki kesempatan untuk tumbuh, dan prospek yang baik 
di masa yang akan datang, dengan kecenderungan ini diharapkan 
penganggaran belanja modal tinggi. Arus kas investasi diharapkan 
berhubungan negatif dengan penganggaran belanja modal. Hal ini 
dibuktikan dengan penelitian Black (1998) yang menemukan bahwa arus 
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kas investasi berhubungan negatif dengan kemampuan keuangan. 
Sehingga dalam klaster b dapat dihasilkan hipotesis informasi arus kas 
investasi pemerintah daerah pada klaster b berpengaruh negatif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
Berbeda dengan pemerintah daerah yang berada pada posisi 
klaster a, pada klaster ini pemerintah daerah lebih memfokuskan pada 
mempertahankan kapasitas. Arus kas investasi yang bernilai negatif 
mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki peluang 
melakukan investasi dan prospek yang baik di masa depan sehingga 
diharapkan penganggaran belanja modal menjadi tinggi. Arus kas 
investasi diharapkan berhubungan negatif dengan penganggaran belanja 
modal. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Black (1998) yang 
mengemukakan bahwa arus kas investasi berpengaruh dan berhubungan 
negatif dengan nilai kemampuan keuangan. Dalam klaster ini dapat 
dihipotesiskan bahwa informasi arus kas investasi pemerintah daerah pada 
klaster a berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal. 
H3a: Informasi arus kas  investasi pemerintah daerah pada 
klaster c berpengaruh negatif terhadap penganggaran 
belanja modal. 
H3b: Informasi arus kas  investasi pemerintah daerah pada 
klaster b berpengaruh negatif terhadap penganggaran 
belanja modal. 
H3c: Informasi arus kas  investasi pemerintah daerah pada 
klaster a berpengaruh negatif terhadap penganggaran 
belanja modal. 
 
Pengaruh Arus Kas Pembiayaan/Pendanaan Terhadap 
Penganggaran Belanja Modal pada Klaster Pemerintah Daerah 
yang Berbeda 
 
Pemerintah daerah pada klaster c membutuhkan sejumlah dana 
yang besar untuk memulai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, 
jembatan dan sarana penyelenggaran pemerintahan lainnya, untuk 
mengembangkan kemampuan memeperoleh pendapatan asli daerah, 
menguasai teknologi, dan mendanai investasi dalam untuk memperoleh 
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kesempatan berkembang. Arus kas dari pembiayaan/pendanaan 
diharapkan bernilai positif, dimana arus kas yang positif ini mencerminkan 
pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 
sehingga diharapkan penganggaran belanja modal tinggi. Arus kas 
pembiayaan/pendanaan ini diharapkan berhubungan positif dengan 
penganggaran belanja modal. Hal ini didukung oleh penelitian Black 
(1998) yang menemukan bahwa arus kas pendanaan memiliki hubungan 
positif dengan nilai kemampuan keuangan. Berdasarkan uraian diatas 
dapat dihipotesiskan bahwa informasi arus kas pembiayaan/pendanaan 
pemerintah daerah pada klaster c berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
Kebutuhan akan dana ini masih terus berlangsung pada saat 
pemerintah daerah berada pada klaster b. Pada klaster ini tingkat 
pembayaran kewajiban-kewajiban pemerintah daerah masih rendah 
karena kas masih difokuskan untuk keperluan pendanaan. Arus kas 
pendanaan atau pembiayaan yang bernilai positif ini mencerminkan bahwa 
pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk tumbuh sehingga 
diharapkan penganggaran belanja modal tinggi. Hal ini sesuai dengan 
hasil temuan Black (1998) yang menyatakan bahwa arus kas 
pembiayaan/pendanaan berhubungan positif dengan nilai kemampuan 
keuangan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik hipotesis bahwa 
informasi arus kas  pembiayaan/pendanaan pemerintah daerah pada 
klaster b berpengaruh positif terhadap penganggaran belanja modal. 
Pada klaster a, pemerintah daerah berada pada posisi mapan 
sehingga mampu menghasilkan arus kas pendanaan yang bernilai positif 
dalam jumlah yang besar. Pemerintah daerah tetap membutuhkan dana 
yang besar untuk pengembangan atau perluasan kesempatan untuk tetap 
bisa tumbuh atau sekurang-kurangnya mempertahankan pertumbuhan 
yang telah dicapainya. Arus kas pembiayaan/pendanaan yang positif ini 
mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk 
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tumbuh dan lebih berkembang sehingga diharapkan penganggaran 
belanja modal pemerintah daerah menjadi tinggi. Arus kas pendanaan 
diharapkan berhubungan positif dengan penganggaran belanja modal. 
Hipotesis pada klaster ini adalah informasi arus kas pendanaan 
pemerintah daerah pada klaster a berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
H4a: Informasi arus kas pembiayaan/pendanaan pemerintah 
daerah pada klaster c berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
H4b: Informasi arus kas pembiayaan/pendanaan pemerintah 
daerah pada klaster b berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal. 
H4c: Informasi arus kas pembiayaan/pendanaan pemerintah 
daerah pada klaster a berpengaruh positif terhadap 





Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 Variabel dependen untuk semua model adalah penganggaran belanja 
modal yang tercantum pada APBD pada saat tanggal pelaporan keuangan 
tahun 2007. Variabel independen adalah SiLPA APBD yang diperoleh dari 
jumlah angka Sisa lebih perhitungan APBD (SiLPA APBD) yang tercantum 
dalam  laporan realiasi anggaran (LRA) pemerintah daerah. Arus kas 
(operasi, investasi dan pembiayaan) diperoleh dari laporan arus kas 
pemerintah pada saat tanggal pelaporan keuangan tahun 2007.  
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Populasi Penelitian dan Penentuan Sampel 
  Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten yang 
terdaftar di Departeman Dalam Negeri per 31 Desember 2007. Pemerintah 
daerah terdiri atas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan 
pemerintah kota. Penggunaan hanya satu kelompok pemerintah daerah 
yaitu pemerintah kabupaten  ini untuk menghindari perbedaan 
karakteristik antara pemerintah kabupaten dan non pemerintah 
kabupaten. Selain itu dimaksudkan agar implikasi dari penelitian ini dapat 
memberikan informasi tambahan bagi para pemangku kepentingan. Untuk 
mencapai tujuan penelitian maka pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel pemerintah 
kabupaten yang dipilih didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan. 
Kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah daerah sudah berdiri sebelum 31 Desember 2006, karena 
yang akan diamati dalam penelitian ini adalah kandungan informasi 
SiLPA APBD dan akuntansi yang dipublikasikan pada 31 Desember 
2007. 
2. Pemerintah daerah tidak dalam pembinaan pemerintah daerah induk 
(asumsi pemerintah daerah baru dimekarkan/dipisahkan dari 
pemerintah daerah induk). 
3. Pemerintah daerah yang sudah menyertakan laporan keuangan per 31 
Desember 2007 dan memiliki kelengkapan data sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 
 Penelitian ini membagi pemerintah daerah kabupaten menjadi 3 
klaster sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007, yaitu klaster a 
(tertinggi), klater b (tengah) dan klaster c (terbawah). 
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Jenis dan Sumber Data 
  Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data 
laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2007 yang terdiri dari 
penetapan APBD, laporan realiasi anggaran (LRA), laporan arus kas dan 
catatan atas laporan keuangan. Data laporan keuangan diperoleh dari 
Database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) 
Departemen Dalam Negeri. 
 
Model Penelitian  
  Model analisis data yang digunakan adalah model regresi linier 
berganda yaitu menggunakan regresi. Model penelitian sebagai berikut: 
 
Model I: LN Pi,t= α + β1SILPAi,t + β2CFOPSi,t + β3CFIPSi,t + β4CFFPSi,t 
+ ei,t 
Untuk menguji pengaruh SILPA, CFOPS, CFIPS, dan CFFPS terhadap 
penganggaran belanja modal pada klaster c.  
Model II: LN Pi,t= α + γ1SILPAi,t  + γ2CFOPSi,t + γ3CFIPSi,t + γ4CFFPSi,t 
+ ei,t  
Untuk menguji pengaruh SILPA, CFOPS, CFIPS, dan CFFPS terhadap 
penganggran modal pada klaster b. 
Model III: LN Pi,t= α + λ1SILPAi,t  + λ2CFOPSi,t + λ3CFIPSi,t + 
λ4CFFPSi,t + ei,t 
Untuk menguji pengaruh SILPA, CFOPS, CFIPS, dan CFFPS terhadap 
penganggran modal pada klaster a. 
Keterangan: 
 
LN Pi,t = LN dari penganggaran belanja modal pemerintah daerah 
i pada periode t 
SiLPA,t = SiLPA APBD pemerintah daerah i pada periode t 
CFOPSi,t = Arus kas operasi pemerintah daerah pada periode t 
CFIPSi,t = Arus kas operasi pemerintah daerah i pada periode t 
CFFPSi,t = Arus kas operasi pemerintah daerah i pada periode t 
α = Koefisien konstanta 
β1,β2,β3,β4 = Koefisien variabel independen pada klaster c 
γ1,γ2,γ3,γ4 = Koefisien variabel independen pada klaster b 
λ1,λ2,λ3,λ4 = Koefisien variabel independen pada kalster a 
ei,t = Variabel gangguan pemerintah daerah i pada periode t 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Obyek Penelitian 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara purposive 
sampling. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan sebagai berikut: 
Tabel 4.1 




Total pemerintah kabupaten yang terdaftar di BAKD 
Departemen Dalam Negeri per 31 Desember 2007  
336 
Pemerintah daerah tidak atau belum menyampaikan 
laporan keuangan per 31 Desember 2007 ke BAKD 
Departemen Dalam Negeri 
(175) 
Pemerintah daerah yang menyampaikan laporan 
keuangan per 31 Desember 2007 ke BAKD Departemen 
Dalam Negeri 
161 
Pemerintah daerah yang laporan keuangannya tidak 
sesuai dan/atau tidak lengkap menurut ketentuan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.  
(107) 




Pengelompokan Pemerintah Daerah 
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) klaster pemerintah daerah, 
yaitu klaster a (tertinggi), klaster b (tengah) dan klaster c (terbawah). 
Pengelompokkan didasarkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 
yaitu pengelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Data 
tersebut kemudian diurutkan klaster terrendah (dari klaster c ke klaster a).  
 
Analisis Deskriptif 
Penelitian ini menggunakan 1 buah variabel terikat yaitu 
penganggran belanja modal dan 4 buah variabel bebas yaitu SiLPA, arus 
kas operasi (CFOPS), arus kas investasi (CFIPS) dan arus kas pembiayaan 
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(CFFPS). Masing-masing dari variabel tersebut terbagi dalam 3 
kelompok/klaster.  
Rata-rata SILPA yang tertinggi adalah pada klaster b yaitu sebesar 
428,0031 dan yang terendah adalah pada klaster a yaitu sebesar 
333,6617. Variabel CFOPS yang memiliki rata-rata tertinggi adalah pada 
klaster b yaitu sebesar 605,5102 dan yang terendah adalah pada klaster a 
yaitu sebesar 149,6093. Untuk CFIPS, rata-rata tertinggi adalah pada 
klaster a yaitu sebesar –239,2791 dan yang terendah adalah pada klaster 
b yaitu sebesar –451,145. Sedangkan untuk nilai rata-rata CFFPS yang 
tertinggi adalah pada klaster a yaitu sebesar 174,1432 dan yang terendah 
adalah pada klaster c yaitu sebesar -218,9741. Penganggran belanja 
modal mempunyai rata-rata tertinggi pada klaster b yaitu sebesar 





Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
SILPA_C 54 -131,59 4517,00 346,5641 919,98742 
CFOPS_C 54 -135,17 6664,89 521,6323 1480,68793 
CFIPS_C 54 -4279,86 447,02 -310,2659 918,07490 
CFFPS_C 54 -3734,48 882,07 -218,9741 837,35800 
PBM_C 54 40,00 40000,00 2428,0000 6422,34752 
SILPA_B 54 -941,00 6962,00 428,0031 1260,15686 
CFOPS_B 54 -1290,33 7453,37 605,5102 1458,68597 
CFIPS_B 54 -5544,88 12,71 -451,1450 1088,51472 
CFFPS_B 54 -1928,11 1249,18 -103,7655 451,14867 
PBM_B 54 77,00 129000,00 6905,2593 21113,08355 
SILPA_A 54 -937,00 2184,00 333,6617 518,71131 
CFOPS_A 54 -15941,47 2753,19 149,6093 2351,78461 
CFIPS_A 54 -1208,37 32,12 -239,2791 290,08145 
CFFPS_A 54 -3378,80 15331,22 174,1432 2211,93718 
PBM_A 54 385,00 39850,00 5085,2778 7131,83108 
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Analisis Regresi Linear Berganda 
Uji Goodness of Fit Model 
Hasil uji kelayakan model (goodness of fit) dalam peneliitian ini 
sebagai berikut:  
Tabel 4.3 
Uji Kelayakan Model 
Parameter Klaster C  Klaster B Klaster A 
R 0,822 0,705 0,791 
R2 0,675 0,498 0,626 
 
Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R pada ketiga model 
relatif tinggi yaitu antara 0,705 (klaster b) sampai dengan 0,822 (klaster 
c). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai korelasi 
yang tinggi dengan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah 
antara 0,498 (klaster b) sampai dengan 0,675 (klaster c). Nilai ini 
menggambarkan seberapa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan 
varians variabel terikatnya. 
 
Uji Parsial 
Klaster C  
Hasil analisis uji parsial pada klaster c adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.4 








  B Std. Error Beta 
(Constant) 5,5811 ,143  38,931 ,000 
SILPA_C ,0010 ,000 ,585 3,369 ,001 
CFOPS_C -,0004 ,000 -,394 -1,527 ,133 
CFIPS_C -,0009 ,000 -,500 -3,170 ,003 
CFFPS_C -,0007 ,000 -,341 -3,071 ,003 
 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada variabel SILPA, CFIPS 
dan CFFPS mempunyai taraf signifikansi di bawah 0,05. Berarti ketiga 
variabel tersebut secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penganggaran belanja modal. 
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1. Nilai t hitung pada SILPA adalah positif yang menunjukkan bahwa 
pengaruh tersebut adalah positif, Dengan demikian, hipotesis 1a dalam 
penelitian ini yang menyatakan informasi SiLPA APBD pada klaster c 
(terbawah) berpengaruh negatif terhadap penganggran belanja modal 
ditolak. 
2. Variabel CFOPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penganggaran belanja modal sehingga hipotesis 2a dalam penelitian ini 
yang menyatakan informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 
klaster c berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal 
ditolak. 
3. Variabel CFIPS mempunyai pengaruh yang negatif yang ditunjukkan 
dengan nilai t hitung yang negatif, dan signifikansi sebesar 0,003 (di 
bawah 0,05). Dengan demikian, hipotesis 3a yang menyatakan bahwa 
informasi arus kas investasi pemerintah daerah pada klaster c 
berpengaruh negatif terhadap harga penganggaran belanja modal 
diterima. 
4. Variabel CFFPS mempunyai pengaruh negatif yang signifikan yang 
ditunjukkan dengan nilai t hitung yang negatif dan taraf signifikansi 
sebesar 0,003 (< 0,05). Dengan demikian hipotesis 4a dalam 
penelitian ini yang menyatakan bahwa informasi arus kas pendanaan 
pemerintah daerah pada klaster c berpengaruh positif terhadap 
penganggaran belanja modal ditolak. 
 
Klaster B 
Hasil analisis uji parsial pada klaster b adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 





Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
(Constant) 6,426 ,202  31,832 ,000 
SILPA_B -,001 ,000 -,377 -1,092 ,280 
CFOPS_B ,001 ,000 ,620 1,549 ,128 
CFIPS_B -,001 ,000 -,405 -1,501 ,140 
CFFPS_B -,000 ,001 -,072 -,446 ,658 
 
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada tidak ada variabel 
indepen den yang mempunyai taraf signifikansi di bawah 0,05. Berarti 
tidak ada variabel pada klaster b yang secara parsial mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Dengan 
demikian, hipotesis 1b, 2b, 3b dan 4b dalam penelitian ini ditolak. 
 
Klaster A 
Hasil analisis uji parsial pada klaster a adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 4.6 










(Constant) 6,077 ,715  8,505 ,000 
SILPA_MA ,002 ,000 ,646 6,685 ,000 
CFOPS_MA ,000 ,000 ,490 1,497 ,141 
CFIPS_MA 




CFFPS_MA ,000 ,092 -,320 ,994 ,325 
 
Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa pada variabel SILPA dan 
CFIPS mempunyai taraf signifikansi di bawah 0,05. Berarti variabel SILPA 
dan CFIPS pada klaster a secara parsial mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap penganggran belanja modal. 
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1. Nilai t hitung pada SILPA adalah positif yang menunjukkan bahwa 
pengaruh tersebut adalah positif, Dengan demikian, hipotesis 1c dalam 
penelitian ini yang menyatakan bahwa informasi SiLPA APBD pada 
klaster a berpengaruh positif terhadap penganggaran belanja modal 
diterima. 
2. Variabel CFOPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
penganggaran belanja modal sehingga hipotesis 2c dalam penelitian ini 
yang menyatakan informasi arus kas operasi pemerintah daerah pada 
klaster a berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal 
ditolak. 
3. Variabel CFIPS mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 
ditunjukkan dengan nilai t hitung yang negatif dan signifikansi sebesar 
0,042 (< 0,05). Dengan demikian, hipotesis 3c yang menyatakan 
bahwa informasi arus kas investasi pemerintah daerah pada klaster a 
berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal diterima. 
4. Variabel CFFPS tidak mempunyai pengaruh yang signifikan yang 
ditunjukkan dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,325 (> 0,05). 
Dengan demikian hipotesis 4c dalam penelitian ini yang menyatakan 
bahwa informasi arus kas pendanaan pemerintaha daerah pada klaster 
a berpengaruh positif terhadap penganggran belanja modal ditolak. 
 
Persamaan Regresi 
Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk menguji 
pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. 
Persamaan disusun berdasarkan nilai unstandardized coefficient pada uji 
parsial di atas. 
Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat disusun persamaan 
regresi berganda sebagai berikut: 
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1. Klaster C : Y = 5,5811 + 0,01 X1 – 0,004 X2 – 0,009 X3 – 0,0007 X4 + 
e 
2. Klaster B : Y = 6,4255 – 0,0005 X1 + 0,0008 X2 – 0,0007 X3 – 0,0003 
X4 + e 
3. Klaster A : Y = 6,077 + 0,0015 X1 + 0,0003 X2 – 0,0009 X3 + 0,0002 
X4 + e 
 
Keterangan: 
Y = Ln Penganggaran Belanja Modal  
X1 = SILPA 
X2 = CFOPS 
X3 = CFIPS 
X4 = CFFPS 
E = residual 
 
Pembahasan 
Ringkasan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 
Variabel Klaster C Klaster B  Klaster A  
SILPA Ditolak Ditolak Diterima 
CFOPS Ditolak Ditolak Ditolak 
CFIPS Diterima Ditolak Diterima 
CFFPS Ditolak Ditolak Ditolak 
 
Variabel tersebut menunjukkan bahwa CFOPS dan CFFPS tidak 
mempunyai pengaruh terhadap penganggran belanja modal dan konsisten 
pada semua kategori. Akan tetapi, SILPA dan CFIPS mempunyai perilaku 
yang berbeda pada masing-masing klaster. Meskipun demikian, secara 
simultan SILPA dan arus kas  mempunyai pengaruh secara serempak yang 
signifikan terhadap penganggaran belanja modal pada semua klaster 
pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penganggaran 
belanja modal pada semua klaster pemerintah daerah dipengaruhi oleh 
informasi tentang SiLPA APBD dan informasi arus kas. 
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Klaster C 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi SILPA, CFIPS, dan 
CFFPS mempunyai signifikan terhadap penganggaran belanja modal. 
Pengaruh SiLPA terhadap penganggaran belanja modal benilai positif, 
sedangkan arus kas investasi dan arus kas pendanaan mempunyai 
pengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal. Hasil ini 
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati (2005). 
Untuk Arus kas operasi dan tidak ditemukan pengaruh yang signifikan 
terhadap penganggaran belanja modal yang tidak konsisten dengan 
penelitian tersebut. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa informasi arus kas 
operasi tidak berhubungan dengan penganggaran belanja modal. Hasil  ini 
menunjukkan bahwa dalam menilai kinerja serta prospek keuangan 
pemerintah daerah yang berada pada klaster c, para pemangku 
kepentingan khususnya investor lebih menekankan pada informasi SiLPA, 
arus kas investasi dan arus kas pendanaan. 
Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada klaster c 
sedang melakukan banyak pengembangan yang bersumber dana lain, 
sehingga nilai SiLPA yang dilaporkan tetap meningkat. Dalam masa 
pengembangan tersebut, pemerintah daerah mengeluarkan banyak arus 
kas untuk pendanaan, sehingga pengaruh arus kas pendanaan terhadap 
penganggaran belanja modal adalah positif. 
Hal ini sejalan dengan logika dari hasil penelitian Black (1998) yang 
mengemukakan bahwa agar suatu organisasi termasuk pemerintah daerah 
untuk dapat tumbuh memerlukan pengeluaran pendanaan yang besar 
untuk memulai aktivitasnya. Dengan kata lain pemerintah daerah 
membutuhkan arus kas pendanaan yang positif jika berada pada posisi 
klaster c dalam rangka  mengembangkan dan mempertahankan potensi 
yang ada serta menguasai teknologi agar pemerintah daerah dapat 
tumbuh. 
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Klaster B  
Pada klaster b ini, semua variabel independen tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran belanja modal, 
meskipun secara simultan keempat variabel tersebut mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Temuan 
ini tidak konsisten dengan hasil penelitian pada sektor bisnis yang 
dilakukan Ekawati (2005) yang menemukan signifikansi pada setara 
klaster b yaitu growth untuk SILPA/net income, CFOPS dan CFFPS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perilaku yang 
berbeda pada pemerintah daerah yang berada pasa posisi klaster b. 
Terdapat pemerintah daerah yang menekankan SiLPA APBD pada klaster 
b, tetapi ada juga pemerintah daerah yang menekankan pada arus kas. 
Perbedaan perilaku ini membuat tidak terdapat pengaruh yang signifikan 
antara keempat variabel penelitian secara parsial terhadap penganggaran 
belanja modal pada klaster b. 
 
Klaster A  
Pada klaster a, hipotesis tentang SILPA dan CFIPS diterima, dan 
hipotesis tentang CFOPS dan CFFPS ditolak. Arah pengaruh untuk SILPA 
adalah positif dan arah pengaruh untuk CFIPS negatif. Hasil ini tidak 
konsisten dengan penelitian Ekawati (2005) yang menemukan bahwa 
keempat variabel tersebut signifikan mempengaruhi penganggaran belanja 
modal. 
Pada klaster a pemerintah daerah mengalami kondisi puncak, 
sehingga SiLPA positif dan penganggaran belanja modal juga meningkat, 
sehingga arah pengaruhnya adalah positif. Pada masa ini, pendanaan 
pemerintah daerah berkurang karena pemerintah daerah masih menuai 
hasil dari investasi di masa lalu, sehingga nilai CFIPS rendah atau bahkan 
negatif, sementara penganggaran belanja modal terus meningkat. Hal ini 
menyebabkan arah pengaruh antara CFIPS terhadap penganggaran 
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belanja modal adalah negatif. Tidak signifikannya CFOPS dan CFFPS 
menunjukkan bahwa pada klaster a pemerintah daerah tidak menekankan 
pada arus kas untuk operasi dan untuk pendanaan, sehingga kedua 






Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan 
sebagai berikut, pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
informasi SiLPA dan informasi arus kas (operasional, investasi dan 
pendanaan) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap penganggaran belanja modal pada semua klaster pemerintah 
daerah; kedua, pada klaster c, hipotesis 3a untuk CFIPS diterima, 
sedangkan hipotesis lain yaitu hipotesis 1a, 2a, dan 4a ditolak. Terdapat 
pengaruh yang signifikan antara SILPA terhadap penganggaran belanja 
modal pada klaster c, tetapi arahnya positif sehingga tidak sesuai dengan 
hipotesis penelitian, ketiga, pada klaster b, semua hipotesis yang diberikan 
yaitu hipotesis yaitu hipotesis 1b, 2b, 3b dan 4b ditolak. Tidak terdapat 
satu pun variabel yang secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 
penganggaran belanja modal pada klaster b, keempat, pada klaster a, 
hipotesis 1c dan 3c diterima dan hipotesis 2c dan 4c ditolak. Terdapat 
pengaruh positif yang signifikan antara SILPA terhadap penganggaran 
belanja modal pada klaster a, dan terdapat pengaruh negatif yang 
signifikan antara CFIPS terhadap penganggaran belanja modal pada 
klaster a. 
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Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan baik dalam 
pengambilan sampel maupun dalam metode yang digunakan. 
Keterbatasan tersebut antara lain penelitian ini hanya menggunakan 
sampel sebanyak 54 pada pemerintah kabupaten, penyebabnya 
kemungkinan karena  beberapa pemerintah kabupaten belum 
menyampaikan laporan keuangan tahun 2007 karena masalah 
keterlambatan APBD dan penyusunan laporan keuangan. Keterbatasan 
data ini mungkin dapat menjelaskan salah satu penyebab hasil analisis 
tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya di sektor bisnis 
walaupun tidak bisa secara persis dibandingkan secara apple to apple 
antara hasil penelitian ini yang dilakukan pada sektor pemerintah daerah 
dengan sektor bisnis/swasta. 
 
Implikasi dan Saran 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku 
kepentingan di pemerintah daerah dalam pembuatan keputusan ekonomi, 
khususnya kepada rekanan/kontraktor dan pemerintah pusat dalam 
menilai kapasitas keuangan pemerintah daerah. Informasi tentang SiLPA 
dan tentang arus kas mempunyai relevansi terhadap penganggaran 
belanja modal secara signifikan, sehingga dapat digunakan sebagai 
perencanaan kebijakan penganggaran dan keputusan investasi. 
Disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan 
menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga diharapkan hasilnya 
dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian secara keseluruhan. 
Dengan sampel yang lebih banyak juga diharapkan gejala autokorelasi 
dapat dihilangkan/dikurangi, sehingga hasil analisis tidak bias. 
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SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS  








Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor kemampuan 
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kualitas pelaporan aset daerah. Penelitian ini dilakukan mengambil sampel 
pengurus barang/penyimpan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta tahun 2012. Penelitian ini menguji 2 (dua) variabel 
independen yakni kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Data 
diperoleh dari 49 pengurus barang/penyimpan barang yang mempunyai 
tugas dan fungsi menyusun laporan aset daerah sebagai bagian dari data 
penyusun laporan keuangan SKPD/UKPD. Penelitian menggunakan 
metode kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji statistis 
mengindikasikan bahwa kemampuan sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas 
pelaporan aset daerah. Implikasi penelitian ini terhadap SKPD/UKPD 
adalah bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan 
teknologi informasi dengan baik dapat meningkatkan kualitas pelaporan 
aset daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 
SKPD/UKPD. 
 
Kata kunci: Aset daerah, kemampuan sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi, kualitas 










This research examines the influence of human resource and the use of 
information technology on the quality of local government asset reporting.  
Hence human resource and the use of information technology become 
independent variables in this research. Data was taken from 49 custodians 
from DKI Jakarta local government unit (SKPD and UKPD). It is part of 
their roles and duties to report local government assets in order to 
prepare financial statement. Questionnaires are used and to analysis data 
this research uses multiple regression model. The results from statistical 
test indicate that human resources (personnel capabilities) and the use of 
information technology positively influence on local government assets 
reporting. The implications of this finding are empowerment and utilization 
of human resources and information technology will enhance the quality of 
local government asset reporting and SKPD/UKPD financial reporting. 
 
Keywords: Human resource, nformation technology, quality of 





Opini yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) dalam (5) lima tahun terakhir sejak pertama kali disusun lebih 
banyak didominasi dengan opini disclamer atau tidak memberikan 
pendapat dan opini wajar dengan pengecualian atau WDP (BPK RI, 2009; 
2010b; Darno, 2012). Khusus opini LKPP tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2008, BPK RI memberikan opini disclaimer. Namun setelah 
perbaikan dalam pengelolaan keuangan, aset dan akuntansi serta  
perbaikan sistem pelaporan yang berkelanjutan, pada LKPP tahun 2009 
sampai dengan LKPP tahun 2011, BPK RI memberikan opini WDP.  
Demikian juga halnya dengan opini yang diberikan kepada pemerintah 
daerah sejak tahun 2009 sampai 2011, sudah relatif didominasi dengan 
opini WDP dan bahkan beberapa pemerintah daerah telah memperoleh 
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opini WTP atau wajar tanpa pengecualian (BPK RI, 2012). Salah satu 
permasalahan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah maupun 
pemerintah pusat terkait dengan opini yang diberikan BPK RI adalah 
masalah pengelolaan dan pelaporan aset daerah (BPK RI, 2010a, 2012; 
DJKN, 2012; Darno, 2012).  
Informasi mengenai aset daerah dalam LKPD tertuang dalam 
neraca. Neraca dalam LKPD suatu pemerintah daerah merupakan hasil 
konsolidasi/gabungan neraca seluruh laporan keuangan SKPD/UKPD 
(Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Dalam neraca tersebut, informasi 
barang milik daerah (BMD) terinci dalam dokumen Kartu Inventaris 
Barang (KIB) dan Laporan Barang Pengguna/Laporan Kuasa Pengguna 
Barang (LBP/LKPB). Besaran nilai laporan aset daerah memberikan 
sumbangan yang signifikan terhadap seluruh laporan  keuangan 
SKPD/UKPD. LBP/LKPB sendiri merupakan gabungan dari seluruh laporan-
laporan tentang keberadaan dan penggunaan barang yang ada di 
SKPD/UKPD (Pemerintah Republik Indonesia, 2006; Menteri Dalam Negeri, 
2007). Informasi yang berasal dari LBP/LKPB tersebut berkaitan dengan 
pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan 
pertanggungjawaban atas BMD atau aset daerah menjadi sangat penting. 
Keakuratan data aset daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam 
mendukung laporan keuangan agar dapat tersaji secara wajar. 
Hasil penelitian Rynandi (2008) dan Darno (2012) menunjukkan 
bahwa penerapan dan pelaksanaan sistem akuntansi barang milik daerah 
dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang 
menangani sistem akuntansi barang milik daerah mengerti dan memahami 
tentang sistem akuntansi barang milik daerah tersebut. Hasil penelitian 
tersebut memberikan bukti bahwa sumber daya manusia merupakan salah 
satu faktor penting yang bisa mendorong terciptanya laporan aset yang 
berkualitas. Penelitian terdahulu yang dilakukan dalam menganalisis 
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pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan antara lain dilakukan oleh Andriani (2010) dan Darno (2012). 
Hasil penelitiannya mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dari 
kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan aset daerah 
dan laporan keuangan serta ketepatwaktuan LKPD. Penelitian lainnya 
adalah penelitian yang dilakukan oleh Mahardika (2011) yang 
mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan faktor sumber 
daya manusia terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan. 
Pengaruh faktor sumber daya manusia terhadap laporan keuangan juga 
dikemukakan oleh Rahmayati (2012) dalam penelitiannya yang 
mengungkapkan adanya pengaruh variabel kemampuan sumber daya 
manusia terhadap laporan keuangan.  
Penelitian yang dilakukan Yasser (2010) menunjukkan bahwa 
pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah belum berjalan optimal 
sehingga mempengaruhi keakuratan data BMD yang tersaji. Aktivitas 
penatausahaan sampai dengan tersusunnya laporan BMD oleh pemerintah 
daerah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan dalam 
penyusunan laporan BMD, sebagian besar prosesnya menggunakan 
bantuan komputer. Kementerian Dalam Negeri telah memberikan fasilitasi 
berupa aplikasi komputer bagi satuan kerja perangkat daherah (SKPD) 
dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di suatu pemerintah daerah 
untuk mempermudah penyusunan laporan BMD. Aplikasi ini muncul 
pertama kali pada tahun 2004 dengan nama SIMBADA (Sistem Informasi 
Manajemen Aset Daerah) dan aplikasi yang sejenis pada pemerintah pusat 
dikenal dengan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 
Barang Milik Negara). Selain untuk meningkatkan kualitas laporan barang 
yang dihasilkan, perbaikan dan perubahan aplikasi ini juga dilakukan 
untuk menyesuaikan dengan peraturan terbaru, salah satunya mengenai 
standar akuntansi pemerintahan (DJKN, 2012; Darno, 2012). 
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Pengaruh faktor pemanfaatan teknologi terhadap ketepatan 
pelaporan keuangan telah dilakukan oleh Mahardika (2011) yang hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa dengan bantuan aplikasi dan 
komputer, penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah, cepat, dan 
tepat sehingga laporan keuangan dapat tersedia saat dibutuhkan. 
Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mustafa (2011) 
yang mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan faktor 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalah dan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Kendari (Darno, 2012). 
Penelitian ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Andriani (2010), Mustafa  
(2011) dan Darno (2012) dengan menguji pengaruh faktor kemampuan 
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
pelaporan aset daerah di lingkungan SKPD/UKPD. Perbedaan antara 
penelitian ini penelitian sebelumnya adalah pada faktor dependen yang 
digunakan yaitu kualitas pelaporan aset daerah. Dalam penelitian 
sebelumnya, Indriasari dan Nahartyo (2008) menggunakan faktor 
dependen nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Andriani 
(2010) dan Mustafa (2011) menggunakan faktor dependen keterandalan 
dan ketepatwaktuan laporan keuangan, sedangkan dalam penelitian ini 
faktor dependen yang digunakan adalah kualitas pelaporan aset daerah. 
Perbedaan lainnya terletak pada obyek penelitian. Jika Indriasari dan 
Nahartyo (2008) meneliti Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten 
Organ Ilir, Andriani (2010) meneliti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
Kabupaten Pesisir Selatan dan Mustafa (2011) meneliti SKPD Pemerintah 
Kota Kendari serta Darno (2012) meneliti pada satuan kerja pemerintah 
pusat di wilayah kerja KPPN Malang. Selain itu, pada beberapa penelitian 
yang disebutkan sebelumnya yang menjadi subyek penelitian adalah 
penyusun laporan keuangan dan/atau kuasa pengguna barang sedangkan 
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penelitian ini menggunakan subyek pengurus barang/penyimpan barang. 
Pemilihan pengurus barang/penyimpan barang sebagai subyek dalam 
penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa ujung tombak atau 
yang melakukan aktivitas riil pengelolaan dan penyusunan laporan aset 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah adalah pengurus 
barang/penyimpan barang (Menteri Dalam Negeri, 2007).  
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan 
tambahan bukti empiris  tentang pengaruh faktor kemampuan sumber daya 
manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan 
aset daerah. Selain, itu penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 
kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang pada SKPD/UKPD 
dalam mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah 
yang disusunnya (Darno, 2012). 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 
 Kemampuan Sumber Daya Manusia 
Pengertian sumber daya manusia menurut Werther dan Davis (1996) 
dalam Izzati (2011) adalah orang-orang yang siap, mempunyai keinginan, 
dan mampu untuk berkontribusi dalam tujuan organisasi. Menurut Ndraha 
(1997) dalam Izzati (2011), sumber daya manusia berkualitas tinggi 
adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai 
komparatif, tetapi juga nilai kompetitif, generative, dan inovatif. 
Kemampuan yang ada dioptimalkan dengan menggunakan energi tertinggi 
seperti intelligence, creativity, dan imagination; tidak lagi semata-mata 
menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, 
dan sebagainya (Mahardika, 2011; Darno, 2012). 
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Kemampuan sumber daya manusia diartikan sebagai kapasitas 
individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu 
(Robbins, 2006). Kemampuan keseluruhan seseorang pada hakikatnya 
terdiri dari dua faktor, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 
Dalam pekerjaan terkait kegiatan administrasi pada suatu organisasi, 
kemampuan intelektual tentu lebih dominan. Kemampuan intelektual 
seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu bersumber dari latar 
belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya (Robbins, 2006). 
Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting 
karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam 
proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut 
oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih 
cepat dan tepat (Robbins, 2006). Sumber daya manusia yang berlatar 
belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di 
bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang 
berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Namun akhir-akhir 
ini terdapat permasalahan terkait latar belakang pendidikan dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Masalah-masalah 
tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia 
berlatar pendidikan akuntansi/keuangan, belum ada kebijakan rekruitmen 
pegawai berlatar belakang akuntansi/keuangan, dan adanya anggapan 
bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang 
akuntansi/keuangan mampu melaksanakan tugas dengan modal 
pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan (Nazier, 2009). 
Sumber daya manusia adalah salah satu elemen yang penting 
dalam organisasi. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh 
organisasi akan menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai 
tujuannya. Penelitian Andriani (2010) memberikan bukti bahwa sumber 
daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang 
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dihasilkan oleh satuan kerja. Dengan demikian, pemahaman, skill, dan 
kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan 
mereka susun. 
Bukti adanya pengaruh kemampuan sumber daya manusia 
terhadap kualitas laporan keuangan juga dikemukakan oleh Rahmayati 
(2012) yang mengemukakan bahwa penempatan pegawai sesuai latar 
belakang pendidikannya, yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan 
ekonomi akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan 
menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kualitas sebuah 
laporan keuangan merupakan gabungan dari kualitas bagian-bagian dari 
laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah kualitas dari neraca 
dalam laporan keuangan. Laporan aset daerah yang disusun oleh 
SKPD/UKPD memberikan sumbangan informasi yang signifikan dalam 
neraca laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi 
(Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan 
aset daerah yang disusun SKPD/UKPD akan mempengaruhi juga kualitas 
neraca laporan keuangan SKPD/UKPD, yang berarti juga akan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara 
keseluruhan. Berdasarkan penjelasan diatas dan bukti empiris yang 
diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah: 
H1:
  
Kemampuan sumber daya manusia berpengaruh positif 
terhadap kualitas pelaporan aset daerah. 
 
 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan 
teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, 
menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi 
(Williams dan Sawyer, 2007). Menurut Haag dan Keen (1996) dalam Kadir 
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dan Triwahyuni (2005) teknologi informasi adalah seperangkat alat yang 
membantu seseorang bekerja dalam informasi dan melakukan tugas-tugas 
yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 
Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan 
teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada 
teknologi computer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang 
digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga 
mencakup terknologi komunikasi untuk mengirim informasi (Kadir dan 
Triwahyuni, 2005). Selanjutnya, Kadir dan Triwahyuni (2005) 
mengelompokkan teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi 
masukan (input), teknologi keluaran (output), teknologi perangkat lunak 
(software), teknologi penyimpan (storage), teknologi telekomunikasi 
(telecomunication) dan teknologi mesin pemroses (process). 
Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan bisa mendukung 
terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan 
Mustafa (2011) hasilnya menunjukkan adanya pengaruh pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pada 
laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi 
teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan 
keuangan dan aset daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan 
data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan 
output lainnya lebih tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi juga 
akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi 
dan penyajian laporan keuangan dan aset daerah pemerintah sehingga 
laporan keuangan dan aset daerah tersebut tidak kehilangan nilai 
informasi yaitu ketepatwaktuan. 
Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menunjukkan bahwa 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah 
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daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan 
manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk 
pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume 
transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin 
kompleks (Darno, 2012). Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi 
teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan 
keuangan dan aset daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan 
data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan 
output  lainnya lebih tepat waktu (Laksamana, 2002). Sejalan dengan 
hasil tersebut, penelitian yang dilakukan Andriani (2010) juga menemukan 
bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh 
signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan. Ini menunjukkan 
bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatwaktuan laporan 
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas dan bukti 
empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang 
diajukan adalah: 
H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif 




Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus barang dan 
penyimpan barang pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit 
kerja perangkat daerah (UKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2012 yang berjumlah 436 
SKPD/UKPD. Penelitian ini menggunakan metode penyampelan acak 
sederhana, atau dikenal dengan simple random sampling. Pada 
penyampelan acak sederhana, setiap elemen dalam populasi mempunyai 
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kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi subjek dalam sampel 
(Jogiyanto, 2008; Indriantoro dan Supomo, 2009). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode 
survei. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang 
menggunakan pertanyaan lisan dan/atau tertulis (Indriantoro dan 
Supomo, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
kuesioner. 
 
Variabel Dependen  
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas pelaporan 
aset daerah. Kualitas pelaporan aset daerah ini diukur dengan instrumen 
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam 
peraturan-peraturan tersebut, karakteristik kualitatif laporan keuangan 
termasuk pelaporan aset daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang 
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi dan aset sehingga dapat 
memenuhi tujuannya. Variabel kualitas pelaporan aset daerah diukur 
dengan indikator: a). andal, mengandung arti bahwa informasi dalam 
laporan aset daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan 
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat 
diverifikasi,  b). tepat waktu, mengandung arti bahwa informasi yang 
disajikan tepat waktu akan dapat berpengaruh dan berguna dalam 
pengambilan keputusan, c). lengkap, berarti mencakup semua informasi aset 
daerah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 





Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan 
sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi. Variabel 
kemampuan sumber daya manusia adalah kemampuan baik dalam 
tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai 
tujuannya secara efektif dan efisien (Laporan akhir studi GTZ dan 
USAID/CLEAN Urban, 2001 dalam Andriani, 2010). Variabel kemampuan 
sumber daya manusia diukur dengan indikator: a). kapasitas staf, 
merupakan standarisasi kapasitas staf, baik dalam hal kualitas maupun 
kuantitas, b). tugas pokok dan fungsi (tupoksi) merupakan uraian peran 
dan fungsi yang jelas bagi seorang staf yang ditunjang dengan sistem dan 
prosedur yang jelas, c). pengembangan, merupakan upaya penguasaan 
dan pengembangan keahlian staf, baik formal maupun non-formal. 
 Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah 
pemanfaatan teknologi informasi. Variabel pemanfaatan teknologi 
informasi diukur melalui tingkat integrasi teknologi informasi pada 
pelaksanaan tugasi (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Variabel pemanfaatan 
teknologi Informasi diukur dengan indikator: a). perangkat, merupakan 
indikator untuk menggambarkan kelengkapan yang mendukung 
terlaksananya penggunaan teknologi informasi, meliputi perangkat lunak, 
keras dan sistem jaringan, b). pengelolaan data aset dan keuangan, 
merupakan indikator untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi 
informasi untuk pengelolaan data aset dan keuangan secara sistematis 
dan menyeluruh, c). perawatan, merupakan indicator untuk 
menggambarkan adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur 






Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert yaitu 
mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap 
pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 
(S=Setuju), skor 3 (N=Netral), skor 2 (TS=Tidak Setuju), dan skor 1 
(STS=Sangat Tidak Setuju). 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 
 
Pengujian Hipotesis 
Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan uji 
reliabilitas dan validitas atas data tersebut. Uji ini dilakukan untuk 
mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari 
penggunaan pengukuran. Setelah dilakukan uji reliabilitas dan validitas, 
kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari pengujian 
kenormalan, pengujin gejala multikolinearitas, pengujian gejala 
autokorelasi, pengujian gejala heterokedastisitas data sebelum data 
dianalisis lebih lanjut. 
Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda 
digunakan untuk menentukan pola hubungan antara lebih dari satu 
variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan dari 
regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
Y  =   a  +  b1X1  +   b2X2   +   e 
Keterangan : 
Y =  kualitas pelaporan aset daerah 
a =  konstanta (intercept) 
X1 = Kemampuan sumber daya manusia 
X2 = pemanfaatan teknologi informasi 
b1, b2 = koefisien regresi 




Objek pada penelitian ini adalah pengurus barang dan penyimpan 
barang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat 
daerah (UKPD) dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Total 
SKPD/UKPD tahun anggaran 2012 atau saat penelitian ini dilaksanakan 
berjumlah 436 pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD 
(Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2012). Responden pada penelitian ini 
adalah para pengurus barang/penyimpan barang yang bertugas untuk 
penyusun laporan aset daerah pada masing-masing SKPD/UKPD. 
Pemberian kuisioner kepada responden bersamaan dengan saat pengurus 
barang/penyimpan barang menyampaikan laporan barang milik daerah 
(Kartu Inventaris Barang/KIB) ke Badan Pengelola Keuangan Daerah 
(BPKD) pada saat menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2012. 
Dari 62 kuesioner yang diberikan hanya 49 kuesioner diisi lengkap dan 
dapat diolah. Berikut disajikan statistik deskripstif demografi responden 
(Tabel 1). 
Tabel 1 
Statistik Deskriptif Demografi Responden 
 




Umur  32 – 45 49 13 32 45 38,03 4,688 




1 1 2 1,46 0,365 




1 1 2 1,72 0,501 
Masa Kerja  6 – 20 49 14 3 20 12,47 3,899 
Sumber: Data yang diolah  
 
Uji Validitas dan Reabilitas 
Peneliti melakukan uji reliabilitas dengan menghitung Cronbach 
Alpha. Instrumen penelitian yang dipakai dalam suatu penelitian dikatakan 
reliabel jika memiliki Cronbach Alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas 
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instrumen dalam penelitian ini menghasilkan Cronbach Alpha sebesar 
0,82. Hasil analisis faktor menunjukkan nilai factor loading diatas 50% 
yaitu sebesar 63%, hal ini berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 
2006). 
 
Analisis Kuantitatif Pengujian Hipotesis  
Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 
sumber daya manusia (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) 
terhadap kualitas pelaporan aset daerah.  
Tabel 2    






B Std. Error Beta   
(Constant) 34.607 .843   41.742 .000 
X1 1.071 .697 .112 1.501 .014 
X2 1.917 .945 .248 2.031 .000 
Sumber: Data primer yang diolah  
R =.832   
R2 =.658  
Signifikansi ganda (F Test)= .000  
 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda 
pada tingkat signifikansi α = 5% dengan menggunakan program SPSS 15. 
Hasil pengujian hipotesis pada model regresi dapat dilihat pada Tabel 2. 
Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji apakah kemampuan sumber 
daya manusia (X1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X2) 
berpengaruh terhadap kualitas pelaporan aset daerah (Y). Pengujian 
pengaruh variabel independen terhadap variable dependen secara parsial 
dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung (t-stat) dengan t tabel. 
Penentuan t tabel menggunakan tingkat signifikan 5% dengan df=n-k-1 
(pada penelitian ini df=49-2-1=46). Berikut hasil pengujian untuk masing-
masing hipotesis penelitian. 
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Pengujian Hipotesis 1 
Pengujian hipotesis 1 bertujuan untuk menguji apakah kemampuan 
sumber daya manusia (X1) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan aset 
daerah SKPD/UKPD (Y). Berdasarkan Tabel 2 nilai signifikansi variable 
independen X1 sebesar 0,014 atau < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa 
variable X1 (kemampuan sumber daya manusia) berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel Y (kualitas pelaporan aset daerah) atau 
dengan kata lain H1 diterima. 
 
Pengujian Hipotesis 2 
Pengujian hipotesis 2 bertujuan untuk menguji apakah 
pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh terhadap kualitas 
pelaporan aset daerah (Y2). Berdasarkan Tabel 2 nilai signifikansi variable 
independen X2 sebesar 0,000 atau < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa 
variable X2 (pemanfaatan teknologi informasi) berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel Y (kualitas pelaporan aset daerah) atau 
dengan kata lain H2 diterima. 
 
Pembahasan dan Diskusi Hasil Penelitian 
Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa variabel 
kemampuan sumber daya manusia (X1) dan pemanfaatan teknologi 
informasi (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan 
aset daerah (Y). Hal tersebut dapat dilihat nilai signifikasi sebesar 0,000 
lebih kecil dari 0,05. Dari Tabel 2 dapat kita lihat kemampuan sumber 
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki hubungan 
yang positif terhadap kualitas pelaporan aset daerah, kedua variabel 




Kemampuan Sumber Daya Manusia 
Penelitian ini berhasil memberikan tambahan bukti empiris tentang 
pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan aset daerah. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian lain terkait kualitas 
laporan keuangan, sebagaimana penelitian yang dilakukan Choirunisah 
(2009) pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Malang, yang juga 
menemukan bukti empiris adanya pengaruh kemampuan sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan instansi. Penelitian ini juga 
sejalan dengan penelitian Andriani (2010) yang menyatakan bahwa 
kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap 
keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah 
serta Darno (2012) yang menguji faktor SDM dan teknologi informasi 
terhadap kualitas laporan barang kuasa pengguna pada Satuan Kerja di 
Wilayah Kerja KPPN Malang. 
Kemampuan sumber daya manusia merupakan faktor yang penting 
dalam penyusunan laporan  aset daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Warisno (2009) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia 
merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus 
dipastikan bahwa sumber daya manusia ini dikelola sebaik mungkin 
sehingga akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam 
pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan hal tersebut Andriani (2010) 
juga menyatakan bahwa nilai informasi laporan keuangan akan andal jika 
memiliki sumber daya manusia yang mendukung. 
Konsisten dengan hasil penelitian Darno (2012), hasil penelitian ini 
juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 
oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menyatakan bahwa kapasitas 
sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil 
tersebut disebabkan kondisi sumber daya manusia sebagai penyusun 
47 
 
laporan kuangan yang belum mendukung dari segi kemampuan dan 
kapasitasnya. Oleh karena itu, penempatan pegawai (pengurus barang/ 
penyimpan barang) sesuai latar belakang pendidikannya, yaitu pegawai 
yang berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan sebagai staf 
penyusun laporan aset/keuangan akan menjadikan laporan aset atau 
keuangan yang dihasilkan berkualitas. Hal ini didukung Hutagalung (2006) 
dan Darno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa staf penyusun 
laporan keuangan yang berlatar belakang pendidikan non ekonomi 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena pengetahuan 
yang dimiliki tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. 
 
Pemanfaatan Teknologi Informasi 
Penelitian ini juga berhasil memberikan tambahan bukti adanya 
pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan  
aset daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Andriani (2010) dan Mustafa (2011) yang mengungkapkan 
adanya pengaruh signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
keterandalan dan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. 
Sejalan dengan hal tersebut, Indriasari dan Nahartyo (2008) menyatakan 
bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer 
dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan 
meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam 
perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat 
waktu. 
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang diperoleh dari 
beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya adalah Rahmayati (2012) 
yang menemukan bukti bahwa sarana pendukung seperti komputer dan 
internet tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini 
mungkin terjadi karena pada dasarnya sarana pendukung hanyalah 
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sebuah alat yang tetap memerlukan peran manusia untuk 
menjalankannya. Optimal atau tidaknya penggunaan sarana pendukung 
dalam penyelesaian pekerjaan bergantung pada kemampuan sumber daya 
manusia yang mengoperasikannya. Senada dengan hal tersebut, 
Hutagalung (2006) menyatakan bahwa tersedianya sarana pendukung 
tidak akan ada gunanya jika tidak didukung oleh sumber daya manusia 




 Penelitian ini berhasil memberikan tambahan bukti mengenai 
pengaruh kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 
informasi terhadap kualitas pelaporan aset daerah. Implikasi penelitian ini 
terhadap SKPD/UKPD adalah bahwa pemberdayaan dan pemanfaatan 
sumberdaya manusia dan teknologi informasi dengan baik dapat 
meningkatkan kualitas pelaporan aset daerah sekaligus meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan SKPD/UKPD. 
  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: variable 
independen yang digunakan hanya 2 (dua), jumlah sampel yang 
digunakan relatif sedikit dan obyek hanya terbatas pada SKPD/UKPD di 
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Instrumen penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang ada 
dalam kegiatan sensus barang milik daerah dan instrumen yang 
digunakan dalam penelitian Darno (2012). Penelitian selanjutnya dapat 
menggunakan obyek yang berbeda dan instrumen dapat dikembangkan 
dengan mengadopsi manajemen barang pada organisasi bisnis. Penelitian 
selanjutnya juga dapat menambah variable independen lainnya misalnya 
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INTERAKSI INDIVIDU-KELOMPOK SEBAGAI PEMODERASI 
PENGARUH FRAMING DAN URUTAN BUKTI TERHADAP AUDIT 









Penelitian ini bertujuan untuk memprediksikan dan memberikan bukti 
empiris tentang pengaruh framing dan urutan bukti yang dimoderasi oleh 
tipe pembuat keputusan (individu-kelompok) terhadap pembuatan audit 
judgment oleh auditor. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan 
pendekatan eksperimen laboratorium dengan partisipan auditor BPK RI 
sebanyak 120 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
framing terhadap audit judgment serta terjadi interaksi antara framing 
dengan tipe pembuat keputusan terhadap audit judgment. Penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa faktor urutan bukti (order effect) 
mempengaruhi audit judgment auditor. Interaksi antara urutan bukti 
dengan tipe pembuat keputusan juga terjadi, yang mengindikasikan 
bahwa terjadi pergeseran keputusan individu-kelompok dalam 
mempengaruhi audit judgment auditor. Konsisten dengan beberapa 
penelitian sebelumnya, keputusan kelompok searah dan lebih besar atau 
lebih kecil dengan keputusan individu yang telah dibuat sebelumnya. 
 
Kata kunci: Framing, urutan bukti, tipe pembuat keputusan, audit 
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This study aims to predict and provide empirical finding about the 
influence of framing and  order effect which is moderated by type of 
decision maker (individual-group) for making an audit judgment by the 
auditor.  The hypothesis testing used a laboratory experiment approach 
with 120 auditors from The Audit Board of The Republic of Indonesia 
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) as participants.  The 
results show that  framing influences an audit judgment, and the 
interaction between framing and type of decision-maker affects on audit 
judgment. The study also shows that the order effect factor influences 
audit judgment. The interaction between the order of evidence and the 
type of decision-maker also occurs, which indicates a decision shift of 
individual-group in influencing an audit judgment. Consistent with several 
previous studies, the group's decision is in line and greater or smaller then 
individual decision has been made previously. 
 
Keywords:  Framing, order effect, types of decision maker, audit 





Teori pengambilan keputusan relatif didominasi oleh expected utility 
theory. Expected utility theory secara historis memberikan model normatif 
dan deskriptif untuk pembuatan keputusan yang mengandung risiko 
(Tversky dan Kahneman, 1981; Al-Nowaihi dan Dhami, 2010). Teori ini 
beranggapan bahwa pembuat keputusan adalah seorang yang rasional 
(Rutledge dan Harrell, 1994; Stenman, 2010). Asumsi rasionalitas 
mewajibkan adanya konsistensi dan koherensi dalam keputusan yang 
dibuat (Robison, Shupp dan Myers, 2010). Morgan (1986) menyatakan 
bahwa pembuat keputusan dianggap mampu memproses informasi 
dengan sempurna dalam menentukan pilihan yang terbaik. Beberapa 
penelitian menemukan bahwa asumsi rasionalitas tersebut sering 
“dilanggar” (Gudono dan Hartadi, 1998; Robison, Shupp dan Myers, 
2010). Salah satu faktor yang sering dianggap menyebabkan 
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penyimpangan tersebut adalah framing apa yang diadopsi oleh pembuat 
keputusan (Tversky dan Kahneman, 1981).  
Kahneman dan Tversky (1979) mengusulkan teori prospek 
(prospect theory) sebagai alternatif penjelas. Teori prospek menyatakan 
bahwa framing yang diadopsi seseorang dapat mempengaruhi 
keputusannya. Teori prospek menyatakan bahwa frame atau framing1 
yang diadopsi oleh pembuat keputusan dapat mempengaruhi 
keputusannya. Framing yang diadopsi tergantung pada formulasi masalah 
yang dihadapi, norma, kebiasaan, dan karakteristik pembuat keputusan itu 
sendiri (Kahneman dan Tversky, 1979; Fagley, Coleman, dan Simon, 
2010). Bazerman (1984) menyatakan bahwa framing yang diadopsi 
mungkin dapat membantu mengklarifikasi keputusan yang diambil oleh 
pembuat keputusan. 
Fenomena framing dalam lingkungan tugas pengauditan sangat 
penting untuk diamati. Beberapa penelitian telah dilakukan dengan segala 
kelemahan masing-masing dan menghasilkan suatu konklusi bahwa 
memang terdapat pengaruh framing yang dapat mendistorsi pertimbangan 
audit (audit judgment) yang dibuat oleh auditor (Emby, 1994; Suartana, 
2005). Fenomena framing yang dikembangkan dalam penelitian ini 
menggunakan Teori Prospek (prospect theory) dari Kahneman dan 
Tversky (1979) serta Tversky dan Kahneman (1981). Framing dalam teori 
prospek terdiri atas dua domain yaitu untung/penghematan (framing-
positif) dan domain rugi/pemborosan (framing-negatif).   
Dalam lingkungan tugas pengauditan, selain faktor framing ada 
beberapa faktor lain yang diduga mendistori auditor dalam membuat 
pertimbangan audit (audit judgment). Berbagai penelitian menemukan 
bahwa salah satu faktor yang dapat mendistorsi audit judgment adalah 
                                                          
1
 Framing berkaitan dengan bagaimana cara suatu fakta atau informasi diungkapkan. Dalam 
penelitian ini istilah frame atau framing ditulis dalam bentuk aslinya bahasa Inggris untuk menghindari 
kesalahpahaman (Gudono dan Hartadi, 1998). 
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urutan bukti (Tubbs et al., 1990; Ashton dan Ashton, 1988). Pengaruh 
urutan bukti (order effect) dalam tugas pengauditan terjadi karena adanya 
interaksi antara strategi pemrosesan informasi dan karakteristik tugas 
pengauditaan (Ashton dan Ashton, 1988; McMillan dan Tubbs, 1994). 
Secara normatif, auditor membuat audit judgment berdasarkan substansi 
bukti bukan dipengaruhi oleh urutan bukti yang diterima dalam membuat 
judgment (Kennedy, 1993; 1995; Tubbs et al., 1990). Ashton dan Ashton 
(1988) mengobservasi bahwa urutan bukti berpotensi menimbulkan 
implikasi terhadap efisiensi dan efektivitas dari audit itu sendiri. Efisiensi 
dapat dipengaruhi ketika urutan bukti audit yang diproses mungkin akan 
meluas sehingga perlu pencarian bukti-bukti tambahan. Dari perspektif 
efektivitas, urutan bukti akan membuat pelaksanaan program audit 
berbeda yang selanjutnya kemungkinan akan mengurangi akurasi temuan 
(Krull et al., 1993). 
Fenomena urutan bukti (order effect) yang dikembangkan dalam 
penelitian ini menggunakan Teori Model Penyesuaian Keyakinan (Belief 
Adjustment Model) dari Hogarth dan Einhorn (1992) yang menggunakan 
pendekatan anchoring dan adjustment. Model ini menggambarkan 
penyesuaian keyakinan individu karena adanya bukti baru ketika 
melakukan evaluasi bukti secara berurutan. Pendekatan anchoring dan 
adjustment adalah jika seseorang melakukan penilaian dengan memulai 
dari suatu nilai awal dan menyesuaikannya untuk menghasilkan keputusan 
akhir. Nilai awal ini diperoleh dari kejadian atau pengalaman sebelumnya.  
Hogarth dan Einhorn (1992) menyatakan bahwa penyesuaian 
keyakinan individu mempertimbangkan urutan bukti (positif setelah itu 
negatif, negatif positif atau campuran positif dan negatif) dan 
cara/format/mode (penyampaian informasi secara sekuensial/berurutan 
atau secara simultan) dalam penyajian bukti. Dalam bentuk 
sekuensial/berurutan (Step-by-Step; SbS), individu-individu 
 56 
 
memperbaharui keyakinannya setelah mereka diberikan tiap-tiap potongan 
bukti dalam serangkaian penyampaian informasi yang terpisah-pisah. 
Dalam bentuk simultan (End-of-Sequence; EoS) individu-individu 
memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji dalam 
bentuk yang telah terkumpul. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa 
individu-individu membuat perbaikan keyakinan yang lebih besar jika 
informasi diberikan dalam format SbS, dibandingkan dengan format EoS 
(Ashton dan Ashton, 1988). Penyebabnya adalah karena penyajian 
potongan-potongan bukti yang lebih sering (SbS) memberikan 
kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan anchoring (penetapan) 
dan penyesuaian, dan individu-individu sering melakukan penyesuaian 
berlebihan (over-adjust) ke arah item-item informasi tersebut (Ashton dan 
Ashton, 1988; Suartana, 2005). Inilah yang menyebabkan terjadinya bias 
dalam pertimbangan dan pengambilan keputusan, karena individu 
terpengaruh oleh hal-hal yang tidak substansial tetapi oleh sekuensial dari 
input yang diterima (Ashton dan Kennedy, 2002). Auditor memberikan 
keyakinan pada urutan bukti yang paling akhir dari serangkaian bukti atau 
informasi yang diperolehnya. 
Penelitian dalam bidang pengauditan dengan topik audit judgment 
lebih banyak memfokuskan pada judgment yang dibuat auditor secara 
individual. Telah sering dilontarkan kritik tentang keberadaan penelitian 
yang memfokuskan pada pembuatan keputusan oleh individu dalam 
lingkungan yang didominasi oleh pembuatan keputusan kelompok (Arnold 
dan Sutton, 1997). Masalah keputusan kelompok perlu dipertimbangkan 
karena dua alasan. Pertama, keputusan seperti pengalokasian sumberdaya 
(investasi), evaluasi kinerja dan pembuatan audit judgment dibuat oleh 
kelompok manajer atau kelompok auditor bukan oleh para 
manajer/auditor secara perorangan (Anthony et al., 1989). Kedua, 
konsisten dengan yang pertama, para peneliti akuntansi keperilakuan 
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telah menyebutkan pentingnya meneliti fenomena akuntansi dari 
perspektif kelompok (Libby dan Luft, 1993).  
Beberapa hasil penelitian tentang keputusan kelompok 
mengindikasikan bahwa interaksi antar anggota kelompok menghasilkan 
sebuah risky shift dalam pembuatan keputusan, sementara penelitian 
yang lain menemukan beberapa penyimpangan (Trotman et al., 1983; 
Neale et al,. 1986; Isenberg, 1986; Rutledge dan Harrell, 1994). 
Kebanyakan penelitian mendukung group-induced shift theory yang 
menyatakan bahwa interaksi kelompok mengarahkan keputusan ke arah 
yang lebih berisiko (risky) atau lebih berhati-hati (cautious) (Isenberg, 
1986). Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa keputusan 
kelompok lebih ekstrim daripada keputusan individu (Isenberg, 1986; 
Rutledge dan Harrell, 1994; Haryanto, 2006).  
Namun demikian hasil penelitian yang diperoleh peneliti 
sebelumnya tidak konsisten (Trotman et al., 1983). Hasil penelitian 
Trotman et al. (1983) menunjukkan perbandingan antara keputusan yang 
dibuat oleh individu dengan kelompok dalam hal penilaian sistem 
pengendalian internal. Hasilnya menemukan bahwa respon kelompok 
berada pada rata-rata dibandingkan respon para individu. Penelitian Neale 
et al. (1986) juga menemukan bahwa pengaruh framing (positif/negatif) 
pada keputusan kelompok tidak searah dengan keputusan individu yang 
telah dibuat pra-diskusi kelompok. Hasil penelitian Trotman et al. (1983) 
dan Neale et al. (1986) ini tidak konsisten dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya yang menemukan bahwa respon kelompok searah serta lebih 
besar/berisiko atau lebih kecil/kurang berisko dengan keputusan individu. 
Ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh kemungkinan disebabkan oleh 
perbedaan lokasi penelitian dan pemilihan instrumen yang berbeda baik 
untuk instrumen interaksi keputusan individu-kelompok. 
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Penelitian yang telah menguji pengaruh framing, urutan bukti 
(order effect) dengan moderasi interaksi individu-kelompok dalam 
pembuatan audit judgment pada sektor bisnis secara parsial telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti di luar negeri dan dalam negeri (Tversky, 
1979; 1981; Isenberg, 1986; Tubbs et al., 1990; Hogarth dan Einhorn, 
1992; Suartana, 2005; Haryanto, 2006). Namun penelitian yang meneliti 
dengan metoda eksperimen untuk kasus auditing dan pada setting sektor 
publik khususnya sektor pemerintahan di Indonesia masih sangat sedikit 
dilakukan. Penelitian dengan topik framing dan urutan bukti pada konteks 
pengauditan di sektor pemerintahan publik menjadi penting dilakukan 
untuk menilai proses pengauditan khususnya dalam pembuatan audit 
judgment yang dilakukan oleh para auditor di sektor pemerintahan. Selain 
untuk menilai proses pengauditan di sektor pemerintahan, penelitian 
dengan topik tersebut penting dilakukan karena memiliki karakteristik 
yang unik atau berbeda dengan sektor swasta. Pengauditan di sektor 
pemerintahan selain didasarkan pada stándar profesional akuntan publik 
yang ditetapkan IAI juga mendasarkan pada kepatuhan pada Standar 
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan ketentuan peraturan 
perudangan-undangan, sehingga dinamika audit judgment yang dibuat 
oleh auditor pada pemerintahan (BPK RI) menjadi unik dibandingkan 
dengan pada sektor swasta. Fungsi pengauditan atas pengelolaan 
keuangan pemeritahan sangat esensial. Untuk itulah proses pengauditan 
harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten dengan kaidah-kaidah 
profesi. Proses pengauditan melalui prosedur yang berjenjang, dan setiap 
tahapan akan melibatkan judgment2 oleh auditor atas suatu kejadian atau 
                                                          
2
 Judgment mengacu pada aspek kognitif dalam proses pengambilan keputusan dan 
mencerminkan perubahan dalam evaluasi, opini, atau sikap (Bazerman, 1994). Kualitas judgment 
adalah suatu fungsi dari kapasitas, effort, data internal dan eksternal (Kennedy, 1993). Kualitas 
judgment independen terhadap outcome; sebagai contoh, dalam suatu lingkungan yang tidak pasti 
suatu outcome yang buruk mungkin dihasilkan dari suatu proses yang “baik” dalam arti semua 
informasi telah secara tepat dipertimbangkan (Emby, 1994; Suartana, 2005). 
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transaksi. Auditor diharapkan membuat audit judgment secara profesional 
(Mardiasmo, 2000; Suartana, 2005; BPK RI, 2007).  
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 
sebelumnya di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang 
akan diteliti, pertama, apakah ada pengaruh framing dan urutan bukti 
terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor? Kedua, apakah 
terdapat perbedaan pengaruh framing-positif dengan framing-negatif 
terhadap audit judgment auditor? Ketiga, apakah ada pengaruh interaksi 
framing, dan tipe pembuat keputusan (individu-kelompok) terhadap audit 
judgment yang dibuat oleh auditor? Keempat, apakah terdapat perbedaan 
pengaruh format urutan bukti SbS: ++++++------ dengan urutan bukti 
SbS: ------++++++  terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor? 
Kelima, apakah ada pengaruh interaksi urutan bukti (order effect) dan tipe 
pembuat keputusan (individu-kelompok) terhadap audit judgment yang 
dibuat oleh auditor? 
 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Rerangka Teori  Interaksi Individu Kelompok 
Polarisasi kelompok terjadi ketika adanya pergeseran antara 
keputusan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan yang 
berisiko atau ketika posisi pradiskusi awal anggota kelompok dapat 
mempengaruhi diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan (Isenberg, 
1986). Pergeseran keputusan terjadi karena tidak ada seorangpun yang 
bertanggung jawab atas keputusan kelompok individu secara kultural 
hanya ingin menanggung risiko setidaknya-tidaknya sama dengan risiko 
yang ditanggung oleh orang lain (Rutledge dan Harrell, 1994).  
Interaksi individu-kelompok dapat dijelaskan oleh tiga teori yaitu 
teori pengaruh informasional (informational influence theory), teori 
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perbandingan sosial (social comparison theory) dan group-induced shift 
theory. Teori pengaruh informasional (informational influence theory) 
menjelaskan bahwa diskusi kelompok dapat menyebabkan para individu 
mengubah keputusannya ke arah yang sama dengan keputusan pradiskusi 
individu karena diskusi tersebut menghadapkan para individu dengan 
argumen-argumen persuasif yang mendukung ke arah tersebut. 
Kepersuasifan suatu argumen atau informasi ditentukan oleh faktor-faktor 
seperti kebaruan dan validitas informasi. Teori pengaruh informasional 
(informational influence theory)  memprediksikan bahwa keputusan 
kelompok cenderung lebih ekstrim dalam arah yang sama dengan 
keputusan rata-rata (pradiskusi) individu (Rutledge dan Harrell, 1994). 
Teori perbandingan sosial (social comparison theory) menyatakan 
bahwa para individu secara kontinyu mempersepsikan dan 
mempresentasikan diri sendiri dalam suatu cara yang diinginkan secara 
sosial (socially favorable). Para anggota kelompok harus secara kontinyu 
memproses informasi tentang bagaimana orang lain mempresentasikan 
diri sendiri dan menyesuaikan presentasi diri mereka sendiri berdasarkan 
hal itu. Interaksi kelompok mengkondisikan anggotanya untuk 
membandingkan posisi mereka dengan anggota lainnya dalam kelompok 
(Isenberg, 1986).  
Group-induced shift theory menjelaskan bagaimana kelompok 
menginduksi terjadinya pergeseran keputusan atas pilihan/keputusan 
individu dalam hal proses perbandingan interpersonal.  Dengan 
membandingkan dirinya dengan orang lain, anggota kelompok mengetahui 
bahwa posisinya adalah discrepant tidak nyaman, misalnya, ia terlalu 
berhati-hati atau terlalu berisiko. Pengetahuan tentang perbedaan ini 
mungkin perlu dan cukup untuk mempengaruhi individu yang ada dalam 
kelompok untuk mengubah pilihan awalnya.  Penjelasan lain dari teori ini 
mendeskripsikan bahwa pergeseran dalam pilihan/keputusan individu 
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terjadi karena selama diskusi anggota kelompok terpengaruh karena 
adanya argumen persuasif (Burnstein dan Vinokur, 1973; Isenberg, 
1986).  
 
Teori Prospek dan Audit Judgment  
Sejumlah penelitian tentang aspek keperilakuan dalam pengauditan  
(Kida, 1984; Emby, 1994; O’Clock dan Devine, 1995) menunjukkan bahwa 
variabel tugas mempengaruhi judgment yang dibuat oleh auditor. Variabel 
tugas termasuk faktor-faktor yang bervariasi baik di dalam dan di luar 
tugas seperti kompleksitas, format presentasi, pengolahan informasi dan 
respon modus siaga. Format presentasi (framing) merupakan salah satu 
faktor yang diduga mempengaruhi audit judgment yang dibuat oleh 
auditor. Framing merupakan sebuah fenomena yang mengindikasikan 
pengambil keputusan akan memberikan respon dengan cara yang berbeda 
pada masalah yang sama jika disajikan dengan format yang berbeda. 
Dalam lingkungan penugasan audit, auditor membuat judgment 
dalam mengevaluasi penugasan audit seperti evaluasi pengendalian 
intern, menilai risiko audit, merancang dan mengimplementasikan 
penyampelan dan menilai serta melaporkan aspek-aspek ketidakpastian. 
Auditor secara eksplisit maupun implisit memformulasikan suatu dugaan 
terkait dengan tugas-tugas judgment mereka. Dugaan tersebut kemudian 
di-framing atau dibingkai dan selanjutnya auditor mencari data atau bukti-
bukti audit untuk membuktikan dugaan yang diformulasikan sebelumnya 
(Kida, 1984). 
Pengaruh framing diidentifikasi oleh Tversky dan Kahneman (1986) 
dengan menyatakan bahwa judgment dipengaruhi oleh bahasa yang 
digunakan dan format bahasa yang dikodekan sebagai informasi yang 
diterima. Kemudian oleh pembuat keputusan diolah menjadi sebuah 
judgment atas suatu masalah. Persepsi dari situasi judgment dapat 
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dimanipulasi oleh kata-kata dalam suatu pertanyaan.  Penjelasan atas 
framing yang digunakan didasarkan atas teori prospek dari Kahneman dan 
Tversky (1979). Framing “risiko” menempatkan auditor dalam domain loss 
sementara “kekuatan” dalam domain gain (Suartana, 2005). Teori prospek 
memberikan penjelasan bahwa framing tergantung pada masalah, norma, 
kebiasaan dan karakteristik pengambil keputusan. Bentuk fungsi nilai dari 
teori prospek yaitu cekung untuk gain dan cembung untuk loss. Ketika 
kurva semakin curam untuk loss dibandingkan gain, framing risiko akan 
menghasilkan persepsi auditor tentang uji substantif yang semakin 
mendalam (Kahneman dan Tversky, 1979).  
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, patut diduga framing memiliki 
pengaruh terhadap audit judgment yang dibuat auditor atas penugasan 
audit yang diembannya dan diduga ada perbedaan judgment auditor jika 
disajikan dalam framing berbeda (positif atau negatif). Adapun hipotesis 
yang dirumuskan berdasarkan prediksi tersebut sebagai berikut: 
H1: Framing berpengaruh terhadap audit judgment yang dibuat 
oleh auditor 
H2: Ada perbedaan pengaruh framing-positif dengan framing-
negatif terhadap audit judgment  yang dibuat oleh auditor. 
 
 
Teori Prospek, Interaksi Individu-Kelompok dan Audit Judgment 
 Penelitian tentang keputusan kelompok pada umumnya 
menemukan bahwa interaksi kelompok akan mempertinggi 
kecenderungan keputusan awal anggota kelompok. Interaksi kelompok 
menyebabkan anggota kelompok untuk memindahkan posisi pengambilan 
risiko lebih jauh dari titik netral tetapi dalam arah yang sama (Isenberg, 
1986; Rutledge dan Harrell, 1994). Sebagai contoh, Isenberg (1986) 
menyatakan bahwa keputusan anggota kelompok secara individual berada 
pada rata-rata dan cenderung moderat, diskusi kelompok menghasilkan 
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kecenderungan yang lebih ekstrim dalam arah yang sama dengan 
keputusan anggota kelompok secara individual. 
Hasil penelitian tentang keputusan kelompok menyatakan bahwa 
pengaruh framing akan menjadi lebih ekstrim untuk kelompok 
dibandingkan dengan individu. Paese, et al., (1993) menemukan bahwa 
jika framing yang sama disodorkan kepada para subyek individu dan 
kelompok, pengaruh framing menjadi lebih besar pada kelompok daripada 
individu. Hasil penelitian Naim (1998) menemukan bahwa pengaruh 
framing lebih besar terhadap keputusan kelompok daripada individu ketika 
menilai hasil-hasil yang sukses (successful outcomes), hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian terdahulu.  
Negative-framing dapat mendorong perilaku cenderung untuk 
mengambil risiko dan positive-framing mendorong perilaku menghindari 
risiko. Dalam konteks keputusan investasi atau pembuatan opini audit, 
informasi yang disajikan secara negative-framing akan mempengaruhi 
peningkatan preferensi risiko oleh individu, sedangkan kelompok 
diprediksikan akan menunjukkan preferensi yang lebih besar terhadap 
risiko daripada individu. Pada kondisi positive-framing, individu 
diperkirakan menunjukkan pengurangan preferensi terhadap risiko begitu 
juga dengan kelompok akan menunjukkan penurunan preferensi atas 
risiko. Interaksi akan terjadi antara variabel framing dengan variabel tipe 
pembuat keputusan (individu atau kelompok).  
Dalam kasus pembuatan keputusan pada kondisi positif-framing 
(untung/penghematan) individu dan kelompok mempunyai dorongan atau 
kecenderungan untuk menghindari risiko (less risky). Jika dibandingkan 
antara keputusan yang dibuat kelompok dengan keputusan yang dibuat 
individu, keputusan kelompok mempunyai kecenderungan yang lebih 
besar untuk menghindari risiko. Hasil beberapa penelitian tentang 
keputusan kelompok secara konsisten menunjukkan hasil bahwa 
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keputusan kelompok terpengaruh atau terkena dampak faktor framing 
lebih besar/ekstrim daripada individu (Solomon, 1982; Trotman et al., 
1983; Isenberg, 1986, Reckers dan Sculth, 1993; Rutledge dan Harrell, 
1994; Johnson, 1995; Stock dan Harrell, 1995).  
Dalam konteks pembuatan audit judgment, informasi yang disajikan 
secara negative-framing akan mempengaruhi peningkatan preferensi risiko 
oleh individu, sedangkan kelompok diprediksikan akan menunjukkan 
preferensi yang lebih besar terhadap risiko daripada individu. Pada kondisi 
positive-framing, individu diperkirakan menunjukkan pengurangan 
preferensi terhadap risiko begitu juga dengan kelompok akan 
menunjukkan penurunan preferensi atas risiko. Interaksi akan terjadi 
antara variabel framing dengan variabel tipe pembuat keputusan (individu 
atau kelompok).  
Hasil penelitian tentang keputusan kelompok menyatakan bahwa 
pengaruh framing akan menjadi lebih ekstrim untuk kelompok 
dibandingkan dengan individu. Paese et al. (1993) menemukan bahwa jika 
framing yang sama disodorkan kepada para subyek individu dan 
kelompok, pengaruh framing menjadi lebih besar pada kelompok daripada 
individu.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengajukan 
hipotesis bagaimanakah perbedaan pengaruh informasi atau fakta yang 
disajikan dalam positive-framing dan negative-framing mengarahkan audit 
judgment individu dan audit judgment kelompok. Untuk menguji isu 
tersebut maka hipotesis alternatif yang diajukan adalah sebagai berikut: 
H3: Framing-positif berpengaruh lebih kecil terhadap audit 
judgment kelompok daripada audit judgment individu.  
H4: Framing-negatif berpengaruh lebih besar terhadap audit 





Urutan Bukti dan Audit Judgment  
Penelitian ini menggunakan Teori Model Penyesuaian Keyakinan 
(Belief Adjustment Model) dari Hogarth dan Einhorn (1992) yang 
menggunakan pendekatan anchoring dan adjustment (general anchoring 
and adjustment approach). Model ini menggambarkan penyesuaian 
keyakinan individu karena adanya bukti baru ketika melakukan evaluasi 
bukti secara berurutan. Pendekatan anchoring dan adjustment adalah jika 
seseorang melakukan penilaian dengan memulai dari suatu nilai awal dan 
menyesuaikannya untuk menghasilkan keputusan akhir. Nilai awal ini 
diperoleh dari kejadian atau fakta sebelumnya. Model Penyesuaian 
Keyakinan memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinannya 
yang sekarang (anchor) dipengaruhi oleh beberapa faktor bukti. Faktor 
bukti yang dimaksud adalah kompleksitas bukti yang dievaluasi, 
konsistensi bukti, dan kedekatan evaluator dengan bukti tersebut. Model 
ini menempatkan karakteristik tugas sebagai moderator dalam hubungan 
antara urutan bukti dengan pertimbangan yang akan dibuat (Hogarth dan 
Einhorn, 1992; Kennedy, 1993, 1995; Suartana, 2005).  
Fenomena pengaruh urutan (order effect) muncul karena adanya 
interaksi antara strategi pemrosesan informasi dan karakteristik tugas. 
Sifat-sifat bukti yang dipertimbangkan dalam model adalah: (1) arah 
(sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan awal), (2) kekuatan bukti 
(lemah atau kuat), dan (3) jenis bukti (negatif, positif, atau campuran). Di 
samping arah, kekuatan dan jenis bukti, Hogarth dan Einhorn (1992) juga 
menambahkan urutan bukti (positif setelah itu negatif, negatif-positif atau 
konsisten positif-positif dan negatif-negatif) dan cara/format/mode 
(penyampaian informasi secara berurutan atau secara simultan) dalam 
penyajian bukti. Dalam bentuk berurutan (Step-by-Step; SbS), individu-
individu memperbaharui keyakinannya setelah diberikan tiap-tiap 
potongan bukti dalam serangkaian penyampaian informasi yang terpisah-
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pisah sedangkan dalam bentuk simultan (End-of-Sequence; EoS) individu-
individu memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji 
dalam bentuk yang telah terkumpul (Hogarth dan Einhorn, 1992; 
Kennedy, 1993; Suartana, 2005). 
Ketika informasi disajikan dalam bentuk SbS, individu menggunakan 
strategi pengolahan SbS. Individu menyesuaikan keyakinannya secara 
bertahap ketika diberikan tiap-tiap potongan bukti. Sebaliknya, 
pengolahan EoS berarti bahwa anchor awal disesuaikan dengan penyajian 
bukti-bukti secara agregatif. Penyajian dalam bentuk EoS seringkali 
menghasilkan strategi pengolahan EoS, khususnya jika jumlah item 
informasi sedikit dan tidak terlalu kompleks. Namun, rangkaian-rangkaian 
item informasi yang relatif kompleks dan/atau panjang yang disampaikan 
dalam bentuk EoS mungkin tidak tertampung oleh kapasitas kognitif 
banyak individu; oleh karena itu orang sering secara khusus menggunakan 
strategi pengolahan SbS saat dihadapkan dengan kondisi kognitif seperti 
itu (Hogarth dan Einhorn, 1992; Kennedy, 1993; Suartana, 2005). 
Dalam penelitian ini, bukti audit yang disajikan dalam format 
sekuensial/berurutan (Step-by-Step; SbS) diduga berpengaruh terhadap 
audit judgment auditor dan diduga ada perbedaan judgment auditor jika 
urutan bukti disajikan dalam SbS berbeda (++++++------ atau ------
++++++). Untuk menguji isu tersebut maka hipotesis alternatif yang 
diajukan adalah sebagai berikut: 
H5: Urutan bukti (order effect) berpengaruh terhadap audit 
judgment yang dibuat oleh auditor. 
H6: Ada perbedaan pengaruh urutan bukti yang disajikan 
dengan format SbS: ++++++------ dengan urutan bukti 






Urutan Bukti, Interaksi Individu-Kelompok dan Audit Judgment  
Belief Adjustment model memprediksi bahwa cara orang 
memperbaiki keyakinannya yang sekarang (anchor) dipengaruhi oleh 
beberapa faktor bukti. Faktor bukti yang dimaksud adalah kompleksitas 
bukti yang dievaluasi, konsistensi bukti, dan kedekatan evaluator dengan 
bukti tersebut. Model ini menempatkan karakteristik tugas sebagai 
moderator dalam hubungan antara urutan bukti dengan pertimbangan 
yang akan dibuat (Hogarth dan Einhorn, 1992; Kennedy, 1993, 1995).  
Pengaruh urutan bukti muncul karena adanya interaksi antara 
strategi pemrosesan informasi dan karakteristik tugas. Sifat-sifat bukti 
yang dipertimbangkan dalam model adalah: (1) arah (sesuai atau tidak 
sesuai dengan keyakinan awal), (2) kekuatan bukti (lemah atau kuat), dan 
(3) jenis bukti (negatif, positif, atau campuran). Di samping arah, 
kekuatan dan jenis bukti, Hogarth dan Einhorn (1992) juga menambahkan 
urutan bukti (positif setelah itu negatif, negatif-positif atau konsisten 
positif-positif dan negatif-negatif) dan cara/format/mode (penyampaian 
informasi secara berurutan atau secara simultan) dalam penyajian bukti. 
Dalam bentuk berurutan (Step-by-Step; SbS), individu-individu 
memperbaharui keyakinannya setelah diberikan tiap-tiap potongan bukti 
dalam serangkaian penyampaian informasi yang terpisah-pisah sedangkan 
dalam bentuk simultan (End-of-Sequence; EoS) individu-individu 
memperbaharui keyakinannya begitu semua informasi tersaji dalam 
bentuk yang telah terkumpul. Ketika informasi disajikan dalam bentuk 
SbS, individu menyesuaikan keyakinannya secara bertahap ketika 
diberikan tiap-tiap potongan bukti. Sebaliknya, pengolahan EoS berarti 
bahwa anchor awal disesuaikan dengan penyajian bukti-bukti secara 
agregatif.  
Penelitian empiris mengenai efek dari urutan bukti terhadap 
keyakinan auditor didasarkan pada belief-adjustment model yang 
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dikembangkan oleh Hogarth dan Einhorn (1986, 1987; Suartana, 2005). 
Penerapan Model Penyesuaian Keyakinan pada bidang audit dirintis oleh 
Ashton dan Ashton (1988). Ashton dan Ashton menguji revisi keyakinan 
berurutan dengan menyederhanakan konteks audit yang dilaporkan, 
karena metoda yang digunakan adalah eksperimen dan kasus yang 
diangkat adalah masalah pengendalian intern penggajian dan piutang. 
Dengan menggunakan 211 auditor dan cara penyajian berurutan dan 
simultan, hasilnya menyarankan bahwa revisi keyakinan auditor 
tergantung atas urutan bukti yang diterima dan hasil ini memberikan 
perubahan sikap terhadap bukti yang dihadapi oleh auditor. Bukti empirik 
menunjukkan bahwa individu-individu membuat perbaikan keyakinan yang 
lebih besar jika informasi diberikan dalam format SbS, dibandingkan 
dengan format EoS (Ashton dan Ashton, 1988). Penyebabnya adalah 
karena penyajian potongan-potongan bukti yang lebih sering (SbS) 
memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan anchoring 
(penetapan) dan penyesuaian, dan individu-individu sering melakukan 
penyesuaian berlebihan (over-adjust) ke arah item-item informasi 
tersebut.  
Penelitian tentang keputusan kelompok telah menghasilkan temuan 
bahwa interaksi kelompok dapat mempertinggi kecenderungan individual 
(Johnson, 1995). Jika individu disodorkan serangkaian informasi atau bukti 
audit secara sekuensial, mereka cenderung membuat revisi keyakinan 
(judgment) sejalan dengan informasi terkini yang diperolehnya dalam 
suatu penugasan audit tersebut, begitu juga dengan kelompok akan 
membuat revisi keyakinan (judgment) dengan tingkat yang lebih ekstrim 
atau lebih lebih besar. Hal ini menghasilkan sebuah pergeseran revisi 
keyakinan (judgment) yang lebih jauh dari titik referen dengan arah yang 
sama pada pradiskusi keputusan individual (Trotman et al., 1983; Messier, 
1992; Johnson, 1995).  
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Dalam penelitian eksperimen ini, bukti audit yang diperoleh auditor 
dalam bentuk berurutan (Step-by-Step; SbS) diharapkan akan 
berpengaruh terhadap audit judgment auditor untuk pemberian opini atas 
laporan keuangan auditan. Disamping itu diharapkan pula terjadi interaksi 
antara faktor urutan bukti dengan faktor tipe pembuat keputusan 
(individu-kelompok). Faktor interaksi individu kelompok akan 
mengarahkan terjadi pergeseran audit judgment yaitu pengaruh urutan 
bukti (order effect) menjadi lebih besar pada kelompok daripada individu. 
 Untuk menguji pengaruh interaksi urutan bukti dan tipe 
pembuatan keputusan (individu-kelompok) terhadap audit judgment 
individu dan audit judgment kelompok, hipotesis alternatif yang diajukan 
adalah:  
H7: Bukti audit berformat  sekuensial/Step-by-Step (SbS): 
++++++------ berpengaruh lebih besar terhadap revisi 
keyakinan (audit judgment) kelompok daripada revisi 
keyakinan (audit judgment) individu.  
H8: Bukti audit berformat  sekuensial/Step-by-Step (SbS): ------
++++++ berpengaruh lebih kecil terhadap revisi keyakinan 





Subyek Penelitian   
  Partisipan yang menjadi subyek penelitian ini adalah auditor Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Auditor yang dipilih 
menjadi partisipan penelitian berdasarkan 3 (tiga) kriteria, pertama auditor 
yang tidak sedang menjabat sebagai pengarah teknis; kedua, memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi jenjang S1 atau S2; ketiga, auditor 
pernah menerima penugasan audit atas laporan keuangan pemerintah 
daerah minimal 2 kali, sehingga partisipan dianggap dapat memahami dan 
 70 
 
mampu membuat audit judgment secara profesional; Jumlah auditor BPK 
yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 orang.  
Pengumpulan data atau pelaksanaan eksperimen dilakukan dengan 
mendatangi lokasi Kantor Perwakilan BPK RI. Setiap pelaksanaan 
eksperimen, partisipan yang terlibat minimal 12 orang auditor dan jumlah 
partisipan setiap pelaksanaan eksperimen berkelipatan 3 orang. Setelah 
selesai menyelesaikan tugas eksperimen,  peneliti melakukan tanya jawab 
(debriefing) singkat dengan partisipan mengenai apakah materi/instrumen 
sudah bersesuaian dengan topik penelitian. Kemudian selesai seluruh 
rangkaian pelaksanan eksperimen, setiap partisipan yang terlibat dalam 
eksperimen diberi penghargaan berupa piagam penghargaan sebagai 
ucapan terima kasih dan selama berlangsung eksperimen diberi kudapan 
(snack) atau makan siang. 
  
 
Desain Penelitian  
Sebuah eksperimen laboratorium digunakan untuk menginvestigasi 
hipotesis-hipotesis penelitian. Eksperimen ini menggunakan 2 (dua) model 
pengujian eksperimen yaitu between subject design dan within-subject-
design. Untuk model within-subject-design, eksperimen ini menggunakan 
desain campuran faktorial 2x2 dan 2x2. Faktor-faktornya terdiri atas dua 
variabel independen, yaitu: (1) framing (positif dan negatif), dan (2) 
urutan bukti (++++++------ dan ------++++++), serta satu variabel 
moderasi yaitu tipe pembuat keputusan (individu dan kelompok) dan 
variabel dependennya yaitu audit judgment (Wajar atau Non-Wajar).  
Selain menggunakan model desain campuran desain faktorial 2x2 
(within subjects design) penelitian ini juga menggunakan model between 
subject design. Pelaksanaan eksperimen dengan  between subject design 
menggunakan model “komparasi perlakuan”. Dalam model ini terdapat 
dua group, yaitu group treatment (X) yang mendapat intervensi dan group 
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yang lain (sebagai group kontrol/Z) juga memperoleh perlakuan dalam 
bentuk intervensi yang lain. Perbedaan hasil pengukuran/observasi (O) 
pada kedua group akibat dari adanya perlakuan. Model between subject 
design digunakan untuk menguji pengaruh perbedaan framing-positif 
dengan framing-negatif terhadap audit judgment dan pengaruh perbedaan 
urutan bukti SbS: ++++++------ dengan urutan bukti SbS: ------++++++ 
terhadap audit judgment. Pengujian keduanya dilakukan dengan menguji 
seluruh sampel individu dan kelompok.  
Partisipan dalam eksperimen ini diberi tugas untuk melakukan 
pengauditan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Output 
pengauditan yang dilakukan auditor berupa audit judgment yang 
tersajikan dalam opini laporan keuangan.  Untuk pengujian model within-
subject-design, pelaksanaan eksperimen dibagi atas 2 (dua) bagian dan 
setiap bagian terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu: 
 
Bagian Pertama: Framing dan Interaksi Individu-Kelompok 
1. Mula-mula semua partisipan ditentukan secara random dengan 
mengerjakan sebuah kasus/instrumen (Lampiran 4). Partisipan diplot 
sebagai anggota tim audit yang bertugas untuk melakukan audit atas 
laporan keuangan Pemerintah Daerah ABC untuk tahun yang berakhir 
31 Desember 2011. Seluruh partisipan, diberikan kasus yang 
mengindikasikan bahwa saat ini audit hampir selesai dilaksanakan dan 
dalam proses akhir penyusunan laporan audit. Hasil sementara audit 
menunjukkan bahwa masih ditemukan bukti-bukti kesalahan 
pencatatan dan penyajian laporan keuangan auditan. Audit telah 
dilaksanakan selama 40 hari kerja. Partisipan diminta untuk membuat 
audit judgment apakah akan memberikan opini Wajar atau 




a. Jika pemerintah daerah yang diaudit (auditee) diberi tambahan 
waktu untuk memperbaiki/mengoreksi laporan keuangan maka ada 
probabilitas untuk menghasilkan opini Wajar (Wajar Tanpa 
Pengecualian/WTP atau Wajar Dengan Pengecualian/WDP) dengan 
konsekuensi adanya tambahan waktu dan biaya penugasan audit 
(opportunity cost) serta terjadinya keterlambatan penyampaian 
laporan audit selama 1 bulan yang harus ditanggung oleh partisipan 
selaku auditor.  
b. Jika pemerintah daerah yang diaudit (auditee) tidak diberi 
tambahan waktu untuk memperbaiki/mengoreksi laporan keuangan 
maka ada probabilitas untuk opini yang akan diberikan berupa opini 
Non-Wajar (Opini Tidak Wajar atau Disclamer) dengan konsekuensi 
ada potensi penghematan waktu atau tidak diperlukannya 
tambahan waktu penugasan audit dan laporan audit dapat 
diselesaikan tepat waktu.  
Partisipan diminta untuk membuat audit judgment dengan menentukan 
pilihan apakah memberikan opini audit Non-Wajar atau Wajar, pada 
unnumbered continuous scale. Skala yang dibuat dibatasi oleh dua sisi, 
yaitu: 1) sisi yang memilih A: memberikan opini Non-Wajar dan 2) sisi 
yang memilih B: memberikan opini Wajar. Pada bagian pertama ini, 
waktu yang disediakan untuk menyelesaikan kasus kurang lebih 15-20 
menit..  
2. Pada tahap kedua eksperimen, partisipan dikelompokkan secara 
random, masing-masing kelompok terdiri atas 3 (tiga) orang anggota. 
Untuk seluruh kelompok, masing-masing anggota diberikan kasus yang 
sama seperti kasus yang ada pada tahap pertama. Pengerjaan kasus 
pada tahap kedua ini (level kelompok), para partisipan diminta untuk 
membuat konsensus atau keputusan bersama mengenai kasus 
tersebut. Para partisipan dalam setiap kelompok diminta 
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mendiskusikan kasus tersebut dan membuat keputusan yang 
disepakati oleh semua anggota. Pada bagian kedua ini, waktu yang 
disediakan berdiskusi dan membuat keputusan kelompok kurang lebih 
20-25 menit. Penelitian ini memilih jumlah anggota kelompok sebanyak 
3 (tiga) orang dengan 3 (tiga) alasan: pertama, jumlah 3 orang telah 
mempresentasikan suatu kelompok (Ashton, 1986; Chen dan Chiou, 
2008); kedua, untuk memudahkan kontrol bagi peneliti dalam upaya 
memastikan bahwa audit judgment yang dibuat kelompok, didalamnya 
tidak terdapat partisipan/anggota kelompok yang naif; ketiga, 
penelitian Solomon (1982), Kerry et al. (2009) dan Chen dan Chiou 
(2008) menggunakan jumlah anggota kelompok sebanyak 3 orang. 
 
Bagian Kedua: Urutan Bukti dan Interaksi Individu-Kelompok 
1. Sama halnya dengan bagian pertama, mula-mula semua partisipan 
ditentukan secara random dengan mengerjakan sebuah 
kasus/instrumen. Partisipan diproyeksikan sebagai anggota tim audit 
yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah ABC untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. 
Setiap partisipan diberi informasi umum sebagai berikut:  
“Saat ini audit telah dilaksanakan selama 40 hari kerja dan dalam 
proses penyusunan laporan akhir audit. Pelaksanaan audit telah 
menelan biaya penugasan audit (honorarium, transportasi dan 
akomodasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kesimpulan sementara hasil audit menunjukkan bahwa masih 
ditemukan beberapa bukti kesalahan pencatatan dan penyajian laporan 
keuangan auditan. Diasumsikan bahwa peluang untuk memperoleh 
audit judgment berupa opini Wajar atau Non Wajar adalah masing-
masing 50%.”  
Selanjutnya, setiap partisipan diberikan informasi berupa 12 (dua 
belas) rangkaian bukti-bukti audit mengenai laporan keuangan 
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pemerintah daerah diberikan pada partisipan. Partisipan menerima 
sekuensial informasi/bukti audit dalam format SbS: ++++++------ atau 
SbS:------++++++.  Berdasarkan keseluruhan informasi di atas, 
partisipan diminta untuk menentukan pilihannya apakah akan 
membuat audit judgment berupa opini audit Non-Wajar atau Wajar, 
pada unnumbered continuous scale. Skala yang dibuat dibatasi oleh 
dua sisi, yaitu: 1) sisi yang memilih A: memberikan opini Non-Wajar 
dan 2) sisi yang memilih B: memberikan opini Wajar. Pada bagian 
pertama ini, waktu yang disediakan untuk menyelesaikan kasus kurang 
lebih 15-20 menit.. 
2. Pada tahap kedua eksperimen, partisipan dikelompokkan secara 
random, masing-masing kelompok terdiri atas 3 (tiga) orang anggota. 
Untuk seluruh kelompok, masing-masing anggota diberikan kasus yang 
sama seperti kasus yang ada pada bagian pertama. Pengerjaan kasus 
pada tahap kedua ini (level kelompok), para partisipan diminta untuk 
membuat konsensus mengenai kasus tersebut. Para partisipan dalam 
setiap kelompok diminta mendiskusikan kasus tersebut dan membuat 
keputusan yang disepakati oleh semua anggota. Pada bagian kedua ini, 
waktu yang disediakan berdiskusi dan membuat keputusan kelompok 
kurang lebih 20-25 menit.  
 
 
Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 
a). Framing  
Framing terdiri atas dua level yaitu framing positif dan framing 
negatif. Framing positif digambarkan dalam terminologi potensi 
keuntungan atau penghematan dan framing negatif digambarkan dalam 






b). Urutan Bukti  
Urutan bukti adalah suatu kondisi dimana partisipan menerima 
sejumlah runtutan informasi atau bukti audit (konsisten: positif-positif dan 
seterusnya atau negatif-negatif dan seterusnya). Partisipan 
memperbaharui atau merevisi keyakinannya atau judgment sesuai dengan 
urutan bukti yang diperoleh. Variabel urutan bukti terdiri atas dua level: 1) 
level urutan bukti SbS: ++++++------ yaitu partisipan diposisikan 
menerima bukti audit sesuai urutan tersebut dan diminta untuk membuat 
audit judgment dan 2) level urutan bukti SbS: ------++++++ yaitu 
partisipan diposisikan menerima bukti audit sesuai urutan tersebut dan 
diminta untuk membuat audit judgment.  
 
c). Tipe Pembuat Keputusan sebagai Variabel Pemoderasi 
Tipe pembuat keputusan didefinisikan sebagai posisi partisipan 
dalam pembuatan audit judgment. Tipe pembuat keputusan terdiri atas 
dua level, yaitu: 1) individu, dan 2) kelompok. Mula-mula partisipan 
diminta menyelesaikan kasus secara individual dan kemudian mengulangi 
pekerjaan tersebut sebagai anggota kelompok dengan membuat 
keputusan secara berkelompok (within subject design).  
 
d) Audit Judgment 
Audit judgment didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana 
partisipan selaku auditor membuat keputusan untuk membuat audit 
judgment (Wajar atau Non-Wajar). Audit judgment (individu dan 
kelompok): apakah memilih membuat audit judgment Wajar atau Non-
Wajar dengan mempertimbangkan informasi atas kejadian dan transaksi 
atau bukti audit yang ada. Pengukuran variabel audit judgment didasarkan 
pada instrumen audit judgment meliputi pilihan memberikan opini Wajar 
atau Non-Wajar, pada unnumbered continuous scale. Skala yang dibuat 
dibatasi oleh dua sisi, yaitu: 1) sisi yang memilih A: memberikan opini 
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Non-Wajar dan 2) sisi yang memilih B: memberikan opini Wajar. Seluruh 
keputusan individu dan kelompok dikonversi ke dalam angka numerik 
(nilai 1 sampai dengan 7). Untuk keputusan pilihan A (memberikan opini 
Non-Wajar) akan diberi nilai 1 (satu). Untuk keputusan pilihan B 
(memberikan opini Wajar) akan diberi nilai 7 (tujuh). 
 
 
PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif Partisipan 
Karakteristik demografi partisipan terdiri atas empat bagian utama 
yaitu umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. 
Partisipan pada eksperimen ini dibagi ke dalam delapan group perlakuan. 
Setiap group perlakuan terdiri atas 30 orang partisipan. Analisis of 
Variance (ANOVA) digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang 
signifikan diantara group-group perlakuan yang dibentuk. Setelah 
dilakukan pengujian variansi, selanjutnya dilakukan pengujian ANOVA 
untuk menguji apakah kedelapan group mempunyai rata-rata (mean) yang 
identik (lihat Tabel 5.1). 
 
 
 Hipotesis 1 (H1)  dan Hipotesis 2 (H2) 
Hipotesis 1 (H1) menyatakan bahwa framing berpengaruh terhadap 
audit judgment yang dibuat auditor. Untuk melakukan pengujian H1 
digunakan pengujian ANOVA (main effect). Hasil pengujian ANOVA (main 
effect) menyatakan nilai F sebesar 274,406 dan nilai probabilitas (p-value) 
sebesar 0,000 (lihat Tabel 5.2). Karena nilai probabilitas lebih kecil 
daripada 0.05 maka ini berarti bahwa ada pengaruh langsung (main 
effect) faktor framing terhadap  audit judgment. Hasil pengujian statistis 
ini mendukung Hipotesis 1 (H1). Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa ada 
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perbedaan pengaruh framing-positif dengan framing-negatif terhadap 
audit judgment yang dibuat auditor. Hasil pengujian Hipotesis 2 (H2) 
menunjukkan chi kuadrat pearson (pearson chi-square) dengan nilai 
probabilitas 2 sisi sebesar 0,000 (lihat Tabel 5.3). Nilai probabilitas chi 
kuadrat pearson lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti ada perbedaan level 
manipulasi variabel framing: level framing negatif dengan level framing 
positif. Hasil pengujian statistis ini mendukung Hipotesis 2 (H2). Hal ini 
berarti bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara framing-positif dengan 
framing-negatif terhadap audit judgment yang dibuat auditor.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Tversky dan Kahneman (1981), O’Clock dan Devine (1995), Gudono dan 
Hartadi (1998), Fagley, Coleman, dan Simon (2010), Robison, Shupp dan 
Myers, (2010), Emby (1994) dan Suartana (2005). Konteks penelitian 
yang dilakukan oleh Tversky dan Kahneman (1981), Gudono dan Hartadi 
(1998) adalah probabilitas penerapan teori prospek (framing) dalam 
pilihan/pembuatan keputusan. Penelitian Robison, Shupp dan Myers, 
(2010) dan Fagley, Coleman, dan Simon (2010) mengeksplorasi 
probabilitas dan paradoks expected utility theory dalam pembuatan 
keputusan. Teori pembuatan keputusan selama ini didasari pada expected 
utility theory yang secara historis memberikan model normatif dan 
deskriptif pembuatan keputusan yang berpaku pada rasionalitas. Asumsi 
rasionalitas juga mewajibkan adanya konsistensi dan koherensi dalam 
keputusan yang dibuat, sedangkan teori prospek (framing) menawarkan 
bahwa proses pembuatan keputusan tidak semata-mata berdasarkan 
rasionalitas tetapi juga tergantung pada konteks, format, mode, norma, 
kebiasaan dan karakateristik pembuat keputusan.  
Konteks penelitian Emby (1994) dan Suartana (2005) adalah 
pengujian framing terhadap pembuatan keputusan dalam proses 
pengauditan internal dan keputusan pengujian substantif di perusahaan 
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bisnis. O’Clock dan Devine (1995) menguji pengaruh framing terhadap 
keputusan going concern. Ketujuh hasil penelitian di atas menyimpulkan 
bahwa framing mempunyai pengaruh terhadap pembuatan keputusan. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan ketujuh penelitian diatas. Penelitian 
ini dilakukan dalam konteks pengaruh framing terhadap audit judgment 
yang dibuat oleh auditor, juga memperoleh bukti empiris yang konsisten 
dengan penelitian tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
framing salah satu faktor determinan dalam pembuatan keputusan di 
bidang pengauditan. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa faktor 
framing merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pembuatan 
keputusan pengauditan pada sektor publik (pemerintah) konsisten dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan pada sektor bisnis.  
Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa auditor dalam membuat 
pertimbangan audit dipengaruhi faktor framing. Dengan demikian auditor 
seharusnya mempertimbangkan efek pengaruh dari faktor framing dalam 
proses pengauditan untuk meningkatkan kualitas pengauditan yang 
dilakukan. Dengan memperhatikan semua faktor, auditor diharapkan 
membuat audit judgment secara profesional (Mardiasmo, 2000; Suartana, 
2005, BPK RI, 2007). Bukti empiris ini juga memiliki implikasi bahwa 
penyajian informasi dengan format yang berbeda (framing-negatif) akan 
memberikan pengaruh yang berbeda dalam pembuatan audit judgment 
oleh auditor. Hal ini berkaitan dengan strategi penarikan kesimpulan yang 
dibuat dibuat oleh auditor atas bukti-bukti audit selama proses 
pelaksanaan tugas pengauditan. Auditor harus mencermati faktor framing 
karena berpotensi dapat mendistorsi audit judgment yang dibuat auditor. 
 
Hipotesis 3 (H3) dan Hipotesis 4 (H4) 
Hipotesis 3 (H3) dan Hipotesis 4 (H4) diuji dengan ANOVA dua arah 
(two way ANOVA: main effect dan interaction effect) dan uji t sampel 
berpasangan (t test - paired samples test). Hasil pengujian ANOVA 
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menunjukkan interaksi tipe pembuat keputusan dengan framing 
memberikan nilai F sebesar 11,704 dengan nilai probabilitas (p-value) 
sebesar 0,001 (lihat Tabel 5.2). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 
0,05 maka berarti bahwa terdapat pengaruh bersama (join effect) variabel 
framing dan tipe pembuat keputusan terhadap audit judgment. Hasil 
pengujian uji t sampel berpasangan (t test - paired samples test) 
menunjukkan nilai t sebesar -2,016 dengan nilai probabilitas (p-value) 
sebesar 0.053 (lihat Tabel 5.4). Karena nilai probabilitas lebih besar dari 
0,05 maka ini berarti kedua varian tidak berbeda. Hasil pengujian dengan 
uji t menunjukkan bahwa pengaruh framing-positif terhadap audit 
judgment kelompok tidak berbeda dengan audit judgment individu. Hasil 
pengujian statistis tidak mendukung Hipotesis 3 (H3).  
Untuk pengujian Hipotesis 4 (H4), digunakan uji t sampel 
berpasangan (t test - paired samples test), hasilnya menunjukkan nilai t 
sebesar 3,516 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0.001 (lihat 
Tabel 5.5). Karena nilai nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti 
kedua varian berbeda. Hasil uji t sampel berpasangan menunjukkan 
bahwa framing-negatif berpengaruh lebih besar terhadap audit judgment 
kelompok daripada audit judgment individu. Hasil pengujian statistis 
mendukung Hipotesis 4 (H4).  
Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H3 tidak 
didukung. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Paese, Bieser dan Tubb (1993), Chen dan Chiou (2008), 
Kerry et al. (2009). Bukti empiris H3 dari penelitian ini konsisten dengan 
Trotman et al. (1983) dan Neale et al. (1986). Trotman et al. (1983) 
melakukan perbandingan keputusan yang dibuat oleh individu dengan 
kelompok dalam hal sistem pengendalian internal. Hasilnya menemukan 
bahwa respon kelompok berada pada rata-rata dibandingkan respon para 
individu atau tidak ada perbedaan antara keputusan kelompok dengan 
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individu. Penelitian Neale et al. (1986) juga menemukan bahwa pengaruh 
framing (positif/negatif) pada keputusan kelompok tidak searah dengan 
keputusan individu yang telah dibuat pra-diskusi kelompok. Hasil 
penelitian Trotman et al. (1983) dan Neale et al. (1986)  konsisten dengan 
penelitian ini yang menemukan bahwa respon kelompok tidak berbeda 
dengan keputusan individu. Ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh 
kemungkinan disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian dan pemilihan 
instrumen yang berbeda baik untuk instrumen interaksi keputusan 
individu-kelompok.  
Tidak didukungnya Hipotesis 3 (H3) dapat dijelaskan dengan teori 
gaya kognitif (cognitive style theory). Teori ini mendeskripsikan bahwa 
gaya kognitif sebagai dimensi psikologis yang merepresentasi konsistensi 
individu dalam mengumpulkan dan memproses informasi serta pembuatan 
keputusan. Gaya kognitif berkaitan dengan metoda yang digunakan 
individu untuk mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 
menginterpretasi data. Gaya kognitif ini cenderung konsisten sepanjang 
umur seseorang. Allison dan Hayes (1996) mengembangkan instrumen 
pengukuran gaya kognitif yang diberi nama The Cognitive Style Index 
(CSI). CSI mengkategorikan dimensi generik gaya kognitif dalam 2 gaya, 
yaitu: intuisi dan analisis. Gaya kognitif intuitif lebih mengandalkan otak 
belahan kanan yang memiliki karakteristik intuitif, integratif, cara berpikir 
non-linier, pertimbangan berdasarkan perasaan dan perspektif luas. 
Sedangkan gaya kognitif analitis lebih mengandalkan fungsi otak belahan 
kiri yang memiliki karakteristik analitikal, logikal, pemrosesan informasi 
sekuensial, pertimbangan berdasarkan penalaran, dan fokus pada detail. 
Perbedaan dalam gaya kognitif ini akan menyebabkan informasi yang 
sama dapat diinterpretasi berbeda  (Allinson dan Hayes, 1996; Hayes dan 
Allinson, 1998; Nasution dan Supriyadi, 2007). Mengacu pada teori gaya 
kognitif ini dapat dijelaskan bahwa akibat adanya konsistensi individu 
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dalam pembuatan keputusan mengindikasikan tidak terjadi pergeseran 
(polarisasi) dalam keputusan kelompok pada setting framing-positif.  
Sejalan dengan penjelasan dari teori gaya kognitif, hasil penelitian 
di Indonesia yang dilakukan oleh Gudono dan Hartadi (1998) menemukan 
bahwa orang Indonesia cenderung “lebih konsisten” dalam memandang 
nilai uang dan dalam menyikapi bingkai positif (framing-positif) perilaku 
orang Indonesia berbeda dengan orang Barat. Gudono dan Hartadi (1998) 
(1998) mengindikasikan bahwa perbedaan gaya pemrosesan kognitif yang 
mungkin menjadi penjelasan perbedaan hasil dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan di Barat.  Pada penelitian ini, framing-positif 
diinterpretasikan sebagai kecenderungan untuk memberikan pengaruh 
yang lebih kecil terhadap audit judgment yang dibuat individu dan 
kelompok. Konsisten dengan hasil Gudono dan Hartadi (1998), dalam 
konteks framing-positif hasil penelitian ini tidak menemukan perbedaan 
antara audit judgment individual dan kelompok.    
        Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa framing-negatif berpengaruh 
lebih besar terhadap audit judgment kelompok daripada audit judgment 
individu. Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H4 didukung. 
Hal ini berarti bahwa terdapat interaksi faktor tipe pembuat keputusan dan 
framing terhadap audit judgment yang dibuat auditor. Hasil penelitian ini 
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Paese, Bieser dan Tubb 
(1993), Chen dan Chiou (2008), Kerry et al. (2009). Kerry et al. (2009) 
menguji perbandingan pengaruh sensitifitas framing terhadap pilihan 
tugas (ditunda atau dipercepat) pada partisipan individu dan kelompok. 
Kerry et al. (2009) mengkonstruksi proses pembuatan keputusan oleh 
individu menjadi keputusan kelompok yang dipengaruhi oleh faktor 
framing. Kesimpulan penelitiannya menunjukkan bahwa adanya 
variabilitas antara pilihan yang dibuat kelompok dengan individu dan 
terjadi pergeseran keputusan individu dengan kelompok. Hasil penelitian 
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ini konsisten dengan Kerry et al. (2009) yang menunjukkan bahwa 
keputusan kelompok sejalan dengan dari keputusan pradiskusi individu.  
Penelitian pada konteks yang berbeda yang dilakukan Chen dan 
Chiou (2008) di Taiwan menguji pengaruh framing dan proses polarisasi 
kelompok dalam konsteks pembuatan keputusan investasi. Chen dan 
Chiou (2008) mengindikasikan adanya eksistensi polarisasi kelompok 
dalam pembuatan keputusan. Pengaruh framing pada keputusan 
kelompok lebih kuat dibandingkan dengan keputusan individu. Hasil 
lainnya dari Chen dan Chiou (2008) mengkonfirmasi social comparison 
theory sebagai sesuatu yang memegang peranan penting dalam terjadinya 
polarisasi kelompok. Hasil penelitian ini konsisten dengan Chen dan Chiou 
(2008) terjadi polarisasi kelompok dalam pembuatan audit judgment oleh 
auditor.  
Penelitian ini dilakukan dalam konteks pengaruh framing terhadap 
audit judgment yang dibuat oleh auditor, juga memperoleh bukti empiris 
yang konsisten dengan penelitian tersebut. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa framing salah satu faktor determinan dalam 
pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Hasil penelitian ini juga 
mengkonfirmasi bahwa faktor framing merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap pembuatan keputusan pengauditan pada sektor 
publik (pemerintah) konsisten dengan penelitian pada sektor bisnis.  
 
Hipotesis 5 (H5) dan Hipotesis 6 (H6)   
       Hipotesis 5 (H5) menyatakan bahwa urutan bukti (order effect) 
berpengaruh terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor. Untuk 
melakukan pengujian H5 digunakan pengujian ANOVA (main effect). Hasil 
pengujian menunjukkan faktor urutan bukti memiliki nilai F sebesar 
21,761 dan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000 (lihat Tabel 5.6). 
Karena nilai probabilitas lebih kecil daripada 0.05 maka ini berarti bahwa 
ada pengaruh langsung (main effect) faktor urutan bukti (order effect) 
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terhadap audit judgment. Hasil pengujian statistis ini  mendukung 
Hipotesis 5 (H5). Hipotesis 6 (H6) menyatakan bahwa ada perbedaan 
pengaruh urutan bukti yang disajikan dengan format SBS: ++++++------ 
dengan urutan bukti SbS: ------++++++ terhadap revisi keyakinan (audit 
judgment) auditor. Hasil pengujian nilai chi kuadrat pearson 2 sisi 
(pearson chi-square 2-sided) sebesar 0,012 (lihat Tabel 5.7). Nilai 
probabilitas chi kuadrat pearson lebih kecil dari 0,05,  hal ini berarti ada 
perbedaan level manipulasi variabel urutan bukti: level urutan bukti 
++++++------  dengan level urutan bukti ------++++++. Hasil pengujian 
statistis ini mendukung Hipotesis 6 (H6). Hal ini berarti bahwa terdapat 
pengaruh urutan bukti (SBS: ++++++------ dengan urutan bukti SbS: ----
--++++++) terhadap audit judgment yang dibuat auditor.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Ashton dan Asthon (1988), Asare dan Messier (1991), Asthon dan 
Kennedy (2002),  Butt dan Campbell (1989), Cushing dan Ahlawat (1996), 
Hogart dan Einhorn (1992), Krull et al. (1993), Tubb et al. (1990), Brown 
dan Erie (2009). Messier (1992) menguji model penyesuaian keyakinan 
dengan menggunakan dua kasus yaitu utang dan kelangsungan hidup 
perusahaan untuk membuktikan bahwa ketika auditor mengevaluasi bukti 
yang tidak konsisten dengan serial pendek akan timbul efek kekinian 
dalam pertimbangan auditor. Jika bukti audit disajikan secara berurutan 
(order effect) maka auditor akan terkena efek kekinian yaitu penilaian dan 
pertimbangan auditor terpengaruh oleh bukti yang paling akhir. 
Masalah kebaruan (bukti) penting bagi auditor karena bukti empiris 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa auditor merevisi keyakinan 
dalam cara yang berbeda dari evaluator informasi lainnya. Karena sifat 
audit, auditor cenderung lebih sensitif terhadap beberapa jenis bukti audit 
dibandingkan dengan pembuat keputusan lain (Trotman dan Wright 
1996). Sebagai contoh, karena auditor menghadapi risiko tanggung jawab 
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hukum mis-pernyataan, perhatian utama auditor adalah bahwa kesalahan 
laporan keuangan mungkin tidak terdeteksi. Oleh karena itu, auditor lebih 
cenderung untuk menempatkan bobot yang lebih besar pada bukti audit 
yang negatif dari pada bukti audit yang positif (Ashton dan Ashton 1988; 
Ashton dan Ashton 1990; Kida 1984; Knechel dan Messier 1990; Asare 
1992; McMillan dan White 1993; Suartana 2007). 
Penelitian ini dilakukan dalam konteks pengaruh urutan bukti 
terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor, juga memperoleh bukti 
empiris yang konsisten dengan penelitian tersebut. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa urutan bukti salah satu faktor determinan dalam 
pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Hasil penelitian ini juga 
mengkonfirmasi bahwa faktor urutan bukti merupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap pembuatan keputusan pengauditan pada sektor 
publik (pemerintah) konsisten dengan penelitian pada sektor bisnis.  
Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa auditor harus dapat 
mengeliminasi dampak faktor urutan bukti (recency effect) dalam 
membuat pertimbangan audit (audit judgment). Efek kekinian akan 
menimbulkan masalah dalam proses audit, karena akan mempengaruhi 
efektivitas dan efisiensi audit. Efisiensi dapat dipengaruhi ketika urutan 
bukti audit yang diproses mungkin akan meluas sehingga perlu pencarian 
bukti-bukti tambahan. Dari perspektif efektivitas, urutan bukti (order 
effect) akan membuat pelaksanaan program audit yang berbeda yang 
selanjutnya kemungkinan akan mengurangi akurasi temuan (Krull et al., 
1993).  Upaya untuk eliminasi bias order effect yang dapat dilakukan antar 
lain melalui suatu mekanisme debiasing (pengawabiasan), akuntabilitas, 
dan pendokumentasian (Ashton dan Ashton, 1988; Kennedy, 1993; 






Hipotesis 7 (H7) dan Hipotesis 8 (H8) 
Hipotesis 7 (H7) menyatakan bahwa bukti audit berformat 
sekuensial/Step-by-Step (SbS): ++++++------ berpengaruh lebih besar 
terhadap revisi keyakinan (audit judgment) kelompok daripada revisi 
keyakinan (audit judgment) individu. Hipotesis 8 (H8) menyatakan bahwa 
bukti audit berformat  sekuensial/Step-by-Step (SbS): ------++++++ 
berpengaruh lebih kecil terhadap revisi keyakinan (audit judgment) 
kelompok daripada revisi keyakinan (audit judgment) individu. Hal ini 
berarti bahwa terdapat pengaruh yang berbeda pada interaksi urutan bukti 
dengan tipe pembuat keputusan terhadap revisi keyakinan (audit 
judgment) kelompok dengan revisi keyakinan (audit judgment) individu.  
Hasil pengujian ANOVA dua arah (two way ANOVA) menunjukkan 
interaksi tipe pembuat keputusan dengan urutan bukti memberikan nilai F 
sebesar 26,886 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000 (lihat 
Tabel 5.6). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti 
bahwa terdapat pengaruh bersama (join effect) variabel urutan bukti dan 
tipe pembuat keputusan terhadap audit judgment. Hasil pengujian t test 
sampel berpasangan (t test - paired samples test) menunjukkan nilai t 
sebesar -6,011 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000 (lihat 
Tabel 5.8). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka ini 
menunjukkan bahwa kedua varians berbeda. Hasil uji ini menunjukkan 
bahwa bukti audit yang disajikan dengan format sekuensial/Step-by-Step 
(SbS): ++++++------ berpengaruh lebih besar terhadap revisi keyakinan 
(audit judgment) kelompok daripada revisi keyakinan (audit judgment) 
individu.  Hasil pengujian statistis mendukung Hipotesis 7 (H7).   
Sedangkan untuk pengujian Hipotesis 8 (H8), menggunakan uji t 
sampel berpasangan  (t test - paired samples test), hasilnya menunjukkan 
nilai t sebesar 2,786 dengan nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,009 
(lihat Tabel 5.9). Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka berarti 
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bahwa kedua varians berbeda. Hasil uji ini menunjukkan bahwa bukti 
audit yang disajikan dengan format sekuensial/Step-by-Step (SbS): ------
++++++ berpengaruh lebih kecil terhadap revisi keyakinan (audit 
judgment) kelompok  daripada revisi keyakinan (audit judgment) individu. 
Hasil pengujian statistis mendukung Hipotesis 8 (H8).  
Hasil penelitian ini konsisten dengan Solomon (1982) dan Johnson 
(1995), sedangkan Schultz dan Recker (1981), Ahlawat (1999), Marchesi 
(2006) hasilnya tidak konsisten dengan penelitian ini. Hasil penelitian 
Solomon (1982) mengindikasikan bahwa keputusan kelompok lebih 
ekstrim dibandingkan dengan keputusan individu. Johnson (1995) meneliti 
tentang review kertas kerja auditor yang dilakukan secara individual dan 
berkelompok. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok auditor 
lebih akurat dan lebih baik dalam melakukan koreksi atas kesalahan 
memori daripada auditor individual.  
Ahlawat (1999) menguji pengaruh order effect terhadap penilaian 
audit yang dibuat auditor secara individual dan berkelompok. Konsisten 
dengan temuan sebelumnya, ditemukan adanya efek recency pada 
penilaian auditor, tetapi hanya untuk individu sedangkan pada kelompok 
tidak terjadi efek recency. Marchesi (2006) melakukan pengujian atas 
perbedaan pengaruh urutan bukti terhadap audit judgment dengan kasus 
going-concern. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan antara level urutan bukti dalam penilaian going-concern. 
Ketidakkonsistenan hasil diduga karena 2 (dua) hal, pertama, diduga 
bahwa bobot item-item atas bukti-bukti audit dalam penugasan audit tidak 
seimbang, sehingga efek kekinian (recency) tereduksi oleh bobot item 
bukti. Kedua, diduga bahwa bukti-bukti audit yang berkorelasi mereduksi 
order effect sehingga tidak terjadi perbedaan pengaruh urutan bukti SbS: 
++++++------ dengan urutan bukti SbS: ------++++++. 
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Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah jika revisi 
keyakinan (audit judgment) auditor tergantung pada aspek yang kurang 
relevan (urutan bukti) maka kualitas audit menjadi akan terpengaruh, 
artinya audit judgment dan keputusan auditor hanya memberi penekanan 
pada urutan bukti yang paling terakhir yang mana level signifikansinya 
belum tentu tinggi.  
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
Simpulan  
Simpulan dari penelitian ini adalah interakasi tipe pembuat 
keputusan pada framing dan urutan bukti (order effect) mendistorsi audit 
judgment yang dibuat oleh auditor BPK-RI. Pertama, ada pengaruh 
framing terhadap audit judgment yang dibuat oleh auditor. Kedua, ada 
perbedaan pengaruh framing-positif dengan framing-negatif terhadap 
audit judgment yang dibuat oleh auditor. Ketiga, ada pengaruh interaksi 
framing dan tipe pembuat keputusan (individu-kelompok) terhadap audit 
judgment auditor. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa auditor 
dalam membuat audit judgment dipengaruhi oleh faktor framing dan 
terjadi polarisasi keputusan individu-kelompok dalam membuat audit 
judgment. Hasil penelitian ini mendukung prospect theory.  Dengan 
demikian auditor seharusnya mempertimbangkan efek pengaruh dari 
faktor framing dalam proses pengauditan untuk meningkatkan kualitas 
pengauditan yang dilakukannya. Bukti empiris ini juga memiliki implikasi 
bahwa penyajian informasi audit dengan framing yang berbeda 
(positif/negatif) memberikan pengaruh yang berbeda terhadap audit 
judgment yang dibuat oleh auditor. Adanya pengaruh framing 
(positif/negatif) terhadap audit judgment berimplikasi terhadap strategi 
penarikan kesimpulan yang dibuat oleh auditor atas bukti audit selama 
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proses pelaksanaan pengauditan. Auditor harus mencermati faktor framing 
karena berpotensi dapat mendistorsi audit judgment yang dibuatnya.  
Keempat, ada pengaruh urutan bukti (order effect) terhadap audit 
judgment yang dibuat oleh auditor. Kelima, ada perbedaan pengaruh 
urutan bukti yang berformat SbS: ++++++------ dengan urutan bukti 
berformat SbS: ------++++++ terhadap audit judgment yang dibuat oleh 
auditor. Keenam, ada pengaruh interaksi urutan bukti (order effect) dan 
tipe pembuat keputusan (individu-kelompok) terhadap audit judgment 
auditor. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa auditor dalam merevisi 
keyakinan audit (audit judgment) dipengaruhi faktor urutan bukti (order 
effect) dan terjadi polarisasi keputusan individu-kelompok akibat dari 
adanya interaksi dengan faktor urutan bukti. Hasil penelitian ini 
mendukung belief adjusment model theory. Bukti empiris ini menunjukkan 
bahwa jika auditor merevisi keyakinan (audit judgment) tergantung pada 
aspek yang tidak relevan maka kualitas audit menjadi akan terpengaruh. 
Hal ini juga berarti bahwa jika auditor membuat audit judgment hanya 
memberi penekanan pada bukti audit yang paling terakhir, yang mana 
level signifikansinya belum tentu tinggi atau material maka kualitas 
auditnya akan terpengaruh. Auditor harus dapat mengeliminasi dampak 
faktor urutan bukti (recency effect) dalam membuat pertimbangan audit 
(audit judgment). Efek kekinian akan menimbulkan masalah dalam proses 
audit, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi audit. Implikasi 
terhadap efisiensi dan efektivitas akan bertambah manakala tidak ada 
suatu mekanisme dalam program audit untuk memitigasi kecenderungan-
kecenderungan yang menyebabkan kualitas audit judgment menjadi 
menurun (Kennedy, 1993; Suartana, 2007). Upaya untuk memitigasi dan 
mengeliminasi bias order effect yang dapat dilakukan antara lain melalui 
suatu mekanisme debiasing (pengawabiasan), akuntabilitas, dan 
pendokumentasian (Ashton dan Ashton, 1988; Kennedy, 1993; Cushing 
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dan Ahlawat, 1996). Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi bahwa faktor 
framing dan urutan bukti merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
pembuatan keputusan pengauditan pada sektor pemerintahan konsisten 
dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan pada sektor bisnis.  
  
Keterbatasan dan Saran 
Keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian ini 
adalah pertama, penelitian ini hanya menguji urutan bukti dengan 
menggunakan model berurutan atau Step-by-Step (SbS), tidak 
menggunakan model simultan atau End-of-Sequence (EoS). Kedua, 
penelitian ini menggunakan model urutan bukti konsisten (konsisten 
positif-positif dan negatif-negatif) tidak menggunakan model urutan bukti 
tidak konsisten (positif setelah itu negatif, negatif-positif).  
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan 
mengeksplorasi faktor personalitas individu misalnya faktor gaya kognitif, 
dengan menganalisis pengaruh faktor gaya kognitif terhadap audit 
judgment dan pengaruh interaksi pengaruh faktor gaya kognitif 
(analitis/intitusi) dengan faktor framing terhadap audit judgment. Selain 
itu, penelitian selanjutnya juga dapat dikembangkan dengan 
menginteraksikan pengaruh faktor gaya kognitif (analitis/intitusi) dengan 
tipe pembuat keputusan (individu/kelompok) terhadap audit judgment. 
Penelitian berikutnya juga dapat dikembangkan dengan menggunakan 
model End-of-Sequence (EoS) yaitu menguji pengaruh urutan bukti 
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Pengujian Two Way ANOVA 
 










Ragam  F 
Nilai 
Probabilitas 
Model Koreksian  294,700a 3 98,233 95,543 0,000 
Intersep 




TIPE ,533 1 ,533 ,519 0,473 
FRAMING 282,133 1 282,133 274,406 0,000 
TIPE * FRAMING 12,033 1 12,033 11,704 0,001 
Kesalahan 119,267 116 1,028     
Total 2350,00 120       
Total Koreksian  413,967 119       









Nilai Probabilitas  
(2 sisi) 
Chi Kuadrat Pearson 
Rasio Probabilitas  
Hubungan Linier  
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Uji Beda Pengaruh Framing-Negatif terhadap Audit Judgment  
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Pengujian Two Way ANOVA  
Variabel Dependen: Audit Judgment – Urutan Bukti (AJ_BUKTI)  
Keterangan 
Jumlah Kuadrat  




rata/Ragam F Nilai Probabilitas 
Model Koreksian 58,333a 3 19,444 17,413 0,000 
Intersep 1056,133 1 1056,133 945,791 0,000 
TIPE 4,033 1 4,033 3,612 0,060 
URUTAN BUKTI 24,300 3 24,300 21,761 0,000 
TIPE * URUTAN BUKTI 30,000 3 30,000 26,866 0,000 
Kesalahan 129,533 116 1,117     
Total 1244,000 120       





Pengujian Perbedaan Level Manipulasi Variabel Urutan Bukti 
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ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG 









Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor internal 
(pengetahuan dan persepsi etis) dan eksternal (tekanan ketaatan dan 
kompleksitas tugas) yang mempengaruhi akurasi pelaporan aset daerah 
yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang.  
Penelitian ini menggunakan sampel 61 orang pengguna 
barang/kuasa pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta. Penelitian ini mengggunakan metode convinience sampling. Alat 
penelitian menggunakan kuisioner yang disampaikan secara langsung oleh 
peneliti kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal (tekanan 
ketaatan dan kompleksitas tugas) tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. Sementara faktor internal (pengetahuan 
dan persepsi etis) berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi 
pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna barang/kuasa 
pengguna barang. 
 
Kata kunci: Tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, pengetahuan, 







This study examines empirically internal factors (knowledge and ethical 
perception) and external factors (obedience pressure and task complexity) 
on accuration of asset reporting that was prepared by pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. Sample of the study used sixty one 
samples to the pengguna barang/kuasa pengguna barang who took duty 
on Government Province of DKI Jakarta. Convinience sampling method is 
used as sampling method. This study used quesionaire that were given 
directly to the pengguna barang/kuasa pengguna barang. The analyzis 
method was used in this study is double regression analysis. The study 
shows result that external factors (obedience pressure and task 
complexity) has no significant influence on accuration of asset reporting 
that was prepared by pengguna barang/kuasa pengguna barang However 
the internal factors (knowledge and ethical perception ) has significant 
influence on accuration of asset reporting that was prepared by pengguna 
barang/kuasa pengguna barang.  
 
Key words: Obedience pressure, task complexity, knowledge, 






Masalah pelaporan aset daerah masih menjadi topik utama dalam 
laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Salah satu hal yang diharapkan 
dari penyelesaian masalah pelaporan aset adalah bagaimana melakukan 
upaya-upaya nyata dalam pembenahan atas permasalahan aset daerah 
khususnya aset tetap (clearance fixed assets) (BPK RI, 2012). Informasi 
mengenai aset daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah 
(LKPD) tertuang dalam neraca. Neraca dalam LKPD suatu pemerintah 
daerah merupakan hasil konsolidasi/gabungan neraca seluruh laporan 
keuangan SKPD/UKPD (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).  
Informasi barang milik daerah (BMD) dalam neraca terinci dalam 
dokumen pendukung Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Laporan Barang 
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Pengguna/Laporan Kuasa Pengguna Barang (LBP/LKPB). Besaran nilai 
laporan aset daerah memberikan sumbangan yang paling signifikan 
terhadap seluruh laporan keuangan. LBP/LKPB sendiri merupakan 
gabungan dari seluruh laporan-laporan tentang keberadaan dan 
penggunaan barang yang ada di SKPD/UKPD (Pemerintah Republik 
Indonesia, 2006; Menteri Dalam Negeri, 2007). Informasi yang berasal 
dari LBP/LKPB tersebut berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, 
maupun aset lainnya. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban atas BMD 
atau aset daerah menjadi sangat penting. Keakuratan data aset daerah 
tentunya sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan agar 
dapat tersaji secara wajar (Menteri Dalam Negeri, 2007). 
Dalam beberapa kasus, kewajaran pelaporan aset daerah dalam 
laporan keuangan ternodai dengan terjadinya kasus sengketa atas aset 
daerah (tanah dan bangunan) milik daerah antara pemerintah daerah 
dengan pihak-pihak yang mengakui kepemilikannya. Kejadian seperti ini 
menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi pemerintah daerah 
(Indrianasari dan Nahartyo, 2008). Seperti halnya tuntutan hukum atas 
kepemilikan tanah akan menimbulkan dampak psikologis atas hilangnya 
kepercayaan publik dan kredibilitas sosial atas pemerintah daerah 
(Dezoort dan Lord (1994) dalam Hartanto dan Wijaya (2001). Untuk 
mencegah berulangnya kasus sengketa atau sejenisnya atas aset daerah, 
pemerintah daerah dalam hal ini pengelola atau pejabat yang memiliki 
tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan dan pelaporan aset 
daerah dituntut untuk bersikap profesional.  
Sikap profesionalisme telah menjadi isu yang kritis bagi profesi 
pengelola aset daerah karena hal tersebut dapat menggambarkan kinerja 
para pengelola aset daerah. Sikap profesionalisme pengelola aset daerah 
dapat dicerminkan oleh ketepatan atau akurasi dalam pelaporan aset 
daerah yang menjadi tanggung jawabnya (Menteri Dalam Negeri, 2007; 
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BPK RI, 2012). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
disebutkan bahwa pengelola/pejabat yang bertanggungjawab untuk 
mengelola aset daerah dipersyaratkan untuk memenuhi kualifikasi tertentu 
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Salah satu kualifikasi 
persyaratan yang diminta adalah syarat pendidikan dan pelatihan. Adanya 
pendidikan dan pelatihan yang memadai diharapkan sejalan dengan 
peningkatan pengetahuan. Hal ini relevan dengan upaya peningkatan 
efektivitas dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan aset 
daerah. 
Seorang pengelola atau pejabat (pengguna barang/kuasa 
pengguna barang) dalam melakukan tugasnya menyusun dan menyajikan 
laporan aset daerah diindikasikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 
faktor internal maupun eksternal. Menurut Meyer (2001) dalam Jamilah 
dkk. (2007) diidentifikasikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
sikap profesionalisme sesorang dalam pembuatan keputusan yaitu faktor 
internal berupa pengetahuan dan persepsi etis dan faktor eksternal 
berupa tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas.  
Banyaknya tekanan dalam pekerjaan dapat membuat seseorang 
menghadapi tekanan ketaatan. Hai ini terjadi karena adanya kesenjangan 
ekspektasi yang dihadapi oleh seseorang di dalam pekerjaannya. 
Kesenjangan ekspektasi tersebut terjadinya karena adanya perbedaan 
antara keinginan pejabat untuk mendapatkan penilaian yang baik atas 
pekerjaannya dan keinginan atasan atau lingkungan atau pihak pemeriksa 
yang harus bertindak sesuai dengan standar yang telah didapatkannya. 
Dalam kondisi ini seseorang dihadapkan dalam dua pilihan apakah akan 
taat kepada perintah atau apakah akan taat kepada standar 
profesional/standar oeprasional prosedur yang ada. Teori ketaatan 
menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu 
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sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah 
yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau 
otoritas yang merupakan bentuk dari legitimate power. 
Pengelola atau pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
aset daerah merupakan sebuah profesi yang dapat menimbulkan kondisi 
stres dalam pelaksanaan pekerjaannya. Penelitian Miller, Mur dan Cohen 
(1988) dalam Murtiasari dan Ghozali (2006) menyebutkan bahwa profesi 
penyusun laporan pertanggungjawaban (keuangan, aset atau sejenisnya) 
merupakan salah satu dari sepuluh profesi yang mengandung tingkat stres 
tertinggi. Hal ini disebabkan karena penyusun laporan 
pertanggungjawaban tidak hanya harus menghadapi konflik peran tetapi 
juga memiliki tingkat kompleksitas tugas yang tinggi dari pekerjaan yang 
dihadapinya (Asih, 2010). 
Bonner (2002) mengidentikasikan bahwa kompleksitas tugas 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja seorang 
dalam membuat suatu tindakan atau keputusan. Tindakan atau keputusan 
dalam pelaporan aset daerah mendominasi dan memiliki nilai rupiah yang 
paling signifikan atas kewajaran pelaporan keuangan. Profesi yang 
berkecimpung dalam pelaporan aset daerah sebagai bagian pelaporan 
keuangan relatif memiliki kompleksitas tugas yang tinggi.  Lebih lanjut 
Bonner (2002) mengemukakan ada tiga alasan yang cukup mendasar 
mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas untuk sebuah situasi 
pelaporan keuangan perlu dilakukan. Pertama, kompleksitas tugas ini 
diduga berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang yang 
berkecimpung didalamnya. Kedua, sarana dan teknik pembuatan 
keputusan dan latihan tertentu diduga telah dikondisikan sedemikian rupa 
ketika para peneliti memahami keganjilan pada kompleksitas tugas 
pelaporan keuangan termasuk aset. Ketiga, pemahaman terhadap 
kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim 
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manajemen/pengelola aset daerah menemukan solusi terbaik bagi staf 
dan pengelolaan tugas  (Zulaikha, 2006; Jamilah dkk., 2007; Asih, 2010). 
Hasil penelitian Chung dan Monroe (2001) mengatakan bahwa 
kompleksitas tugas yang tinggi berpengaruh terhadap keputusan atau 
tindakan akan dibuat pengelola keuangan/aset dalam hal ini pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. Hal senada juga ditujukkan dalam 
penelitian yang dilakukan Abdolmohammadi dan Wright (1987) 
mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan judgement yang dibuat 
seseorang (pengguna barang/kuasa pengguna barang) pada kompleksitas 
tinggi dan kompleksitas rendah. 
Ketepatan atau akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat 
pengguna barang/kuasa pengguna barang didukung oleh pengetahuan 
yang dimilikinya. Pengetahuan tersebut meliputi pengetahuan umum dan 
khusus, pengetahuan mengenai bidang regulasi dan keuangan/akuntansi 
serta pengetahuan mengenai lingkup “proses bisnis”. Pengetahuan 
tersebut dapat diperoleh pengguna barang/kuasa pengguna barang 
melalui pendidikan formal, pelatihan teknis maupun pengalaman. 
Libby (1995) dalam Diani dan Ria (2007) rmengatakan bahwa 
kinerja seorang profesional dapat diukur dengan beberapa unsur antara 
lain kemampuan (ability), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman 
(experience). Bonner (2002) pun mengatakan profesi adalah tingkat 
penguasaan dan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan atau 
penyelesaian atas tugasnya, yang mencakup 3 (tiga) hal yaitu: knowledge 
(pengetahuan), skill (keahlian) dan character (karakter). Hal serupa juga 
dikatakan oleh Diani dan Ria (2007) bahwa kualitas hasil pekerjaan 
seorang profesional didukung dengan pengetahuan dan kemampuan yang 
dimilikinya. 
Aspek moral juga merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh 
seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Sering kali seorang 
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profesional dihadapkan pada sebuah kondisi dilematis yang melibatkan 
pilihan antara pertentangan nilai-nilai etis mereka dan kewajiban mereka 
untuk memiliki integritas serta obyektivitas yang tinggi (Ida, 2003). 
Pengelola/pejabat aset daerah juga sering berhadapan dengan 
pengambilan keputusan yang tidak hanya cukup dengan standar 
pekerjaan yang ada tetapi juga kode etik. 
Kesadaran etis memegang peran yang penting bagi seorang 
pengelola aset daerah. Dapat dikatakan bahwa etika profesi merupakan 
ujung tombak dari suatu profesi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 
profesi pengelola aset daerah sangat membutuhkan kepercayaan terhadap 
kualitas jasa yang harus dilaksanakannya. Sebagai profesi yang 
berlandaskan pada kepercayaan dan mengingat pentingnya peran 
pengelola aset maka etika adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa 
dinegosiasikan lagi (Ida, 2003). 
Penelitian ini termotivasi dari Bonner (2002), Zulaikha (2006) 
Jamilah dkk. (2007) yang menguji pengaruh faktor insentif moneter, 
tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas dikaitkan dengan profesi auditor 
dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pola rerangka 
penelitian dilakukan oleh Jamilah dkk. (2007).  
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan 
di atas, maka penelitian ini kembali apakah faktor internal: pengetahun 
persepsi etis serta faktor eksternal: tekanan ketaatan dan berpengaruh 
terhadap akurasi pelaporan aset tetap yang dibuat oleh penguna 




KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Teori Motivasi Berprestasi 
Menurut Robbins dan Judge (2007) motivasi adalah suatu proses 
yang menjelaskan intesitas, arah dan ketekunan seorang individu untuk 
mencapai tujuannya. Sementara motivasi umun berkaitan dengan usaha 
untuk mencapai tujuan apapun.Tiga elemen utama dalam definisi ini yaitu 
intensitas, arah dan ketekunan berhubungan dengan seberapa giat 
seseorang berusaha.Intensitas yang tinggi untuk menghasilkan prestasi 
kerja yang memuaskan harus dikaitkan dengan arah yang 
menguntungkan. Ketekunan merupakan suatu ukuran mengenai berapa 
lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. 
Samsudin (2005) menyatakan motivasi sebagai proses 
mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau 
kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah 
ditetapkan. Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan 
diri karyawan agar terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Siegel dan Marconi (1989) motivasi merupakan kunci 
untuk memulai, mengendalikan, mempertahankan dan mengarahkan 
perilaku. Motivasi juga dapat dikatakan sebagai suatu penggerak dari 
dalam hati seseorang a dalam dirinya berarti ia mempunyai kekuatan 
untuk memperoleh kesuksesan dan pencapaian tujuan. 
Motivasi adalah konsep penting bagi pengguna barang/kuasa 
pengguna barang, terutama dalam melakukan tugasnya. Pengguna 
barang/kuasa pengguna barang harus memiliki motivasi yang tinggi untuk 
mencapai tujuan organisasi. Pengguna barang/kuasa pengguna barang 
yang memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya tidak akan dipengaruhi 
oleh tekanan ketaatan dari atasan maupun lingkungan serta kompleksitas 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam menghasilkan suatu 
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judgment yang relevan untuk membuat laporan aset daerah. Pengguna 
barang/kuasa pengguna barang yang memiliki motivasi kuat juga akan 
terus berusaha menambah pengetahuan baik yang diperoleh dari 
pendidikan formal, kursus dan pelatihan untuk mendukung kinerjanya. 
 
Teori Penetapan Tujuan 
Teori penetapan tujuan merupakan bagian dari teori motivasi yang 
dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960-an (Jamilah dkk., 
2007). Teori ini menegaskan bahwa niat individu untuk mencapai sebuah 
tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Seorang individu 
dengan tujuan yang sulit, lebih spesifik dan menantang akan 
menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang 
tidak jelas dan mudah. 
Locke dan Lathan (1990) dalam Jamilah dkk., (2007) 
mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori tindakan yang diarahkan 
oleh tujuan (goal-directedaction) yaitu: (a) no-conciously goal directed 
dan (b) consciously goal directed atau purposefil actions. Premis yang 
mendasari teori ini adalah kategori yang kedua yaitu consciously goal, 
dimana dalam conscious goal, ide-ide berguna untuk mendorong individu 
untuk bertindak. 
Teori penetapan tujuan mengasumsikan bahwa ada suatu 
hubungan langsung antara definisi dari tujuan yang spesifik dan terukur 
dengan kinerja: jika seseorang (manajer/pejabat) tahu apa sebenarnya 
tujuan yang ingin dicapai oleh mereka, maka mereka akan lebih 
termotivasi untuk mengerahkan usaha yang dapat meningkatkan kinerja 
mereka (Locke dan Lathan, 1990 dalam Jamilah dkk., 2007). Tujuan yang 
memiliki tantangan biasanya diimplementasikan dalam output dengan 
level yang spesifik yang harus dicapai. 
Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang memahami 
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tujuan dan apa yang diharapkannya atas hasil kinerjanya, tidak akan 
bersikap menyimpang ketika mendapat tekanan dari atasan atau 
lingkungannya dalam melaksanakan tugas yang kompleks. Pemahaman 
mengenai tujuannya dapat membantu pengguna barang/kuasa pengguna 
barang membuat suatu keputusan atau tindakan yang benar. Pejabat 
pengelola aset seharusnya memahami bahwa tugasnya adalah 
memberikan jasa profesional untuk menyajikan informasi aset daerah 
dengan menyusun atau membuat laporan aset daerah secara akurat. 
Melalui pemahaman ini pengguna barang/kuasa pengguna barang akan 
tetap bersikap profesional sesuai dengan etika profesi dan standar yang 
berlaku meskipun menghadapi rintangan dalam tugasnya. 
 
Teori X dan Y McGregor 
McGregor mengemukakan dua pandangan nyata mengenai 
manusia yaitu teori X (negatif) dan teori Y (positif). Individu yang bertipe 
X memiliki locus of control eksternal dimana mereka pada dasarnya tidak 
menyukai pekerjaan, berusaha menghindarinya dan menghindari 
tanggung jawab, sehingga mereka harus dipaksa atau diancam dengan 
hukuman untuk mencapai tujuan. Bertentangan dengan individu bertipe X, 
McGregor menyebutkan individu yang bertipe Y memiliki locus of control 
internal dimana mereka menyukai pekerjaan, mampu mengendalikan diri 
untuk mencapai tujuan, bertanggung jawab, dan mampu membuat 
keputusan inovatif (Jamilah dkk., 2007). 
Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang termasuk dalam 
tipe X jika mendapat tekanan ketaatan dan tugas yang kompleks akan 
cenderung membuat tindakan atau keputusan yang kurang baik dan tidak 
tepat. Pengguna barang/kuasa pengguna barang dengan tipe ini tidak 
dapat melaksanakan tanggung jawabnya yang mengakibatkan tujuan 
pelaporan aset daerah tidak dapat tercapai dengan baik. Pengguna 
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barang/kuasa pengguna barang juga lebih suka menaruh keamanan diatas 
semua faktor yang dikaitkan dengan kerja, sehingga ketika mendapat 
tekanan ketaatan maupun menghadapi tugas yang kompleks maka akan 
cenderung mencari jalan yang aman dan bahkan berperilaku 
disfungsional. Sedangkan pengguna barang/kuasa pengguna barang yang 
termasuk dalam tipe Y dapat bertanggung jawab atas tugasnya dan tetap 
bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Pengguna 
barang/kuasa pengguna barang dengan tipe ini tidak akan terpengaruh 
meskipun mendapat tekanan ketaatan dan menghadapi tugas audit yang 
kompleks, sehingga dapat membuat tindakan atau keputusan yang lebih 
baik dan tepat. 
 
Tekanan Ketaatan 
Tekanan ketaatan adalah jenis tekanan pengaruh sosial yang 
dihasilkan ketika individu dengan perintah langsung dari perilaku individu 
lain. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan 
merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang 
dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan 
kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk legitimasi power atau 
kemampuan atasan untuk mempengaruhi bawahan karena ada posisi 
khusus dalam stuktur hierarki organisasi Milgran (1974) dalam Hartanto 
dan Wijaya (2001). 
Dalam hal ini tekanan ketaatan diartikan sebagai tekanan yang 
diterima oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang dari atasan 
dan/atau lingkungannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari 
standar profesionalisme. Instruksi atasan dalam suatu organisasi akan 
mempengaruhi perilaku bawahan karena atasan memiliki otoritas (Jamilah 
dkk., 2007). 
Tekanan ketaatan pada lingkungan pemerintahan lebih terfokus 
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pada tekanan yang berasal dari atasan. Tekanan ini berupa perintah 
atasan kepada pejabat pengeloa aset daerah untuk menyajikan informasi 
aset daerah dengan tujuan tertentu dengan mengabaikan standar atau 
regulasi yang berlaku. Sanksi yang diberikan kepada pengguna 
barang/kuasa pengguna barang yang tidak mengikuti perintah atasan 
dapat berupa mutasi jabatan atau sejenisnya. Sanksi tersebut lebih jauh 
lagi akan berdampak pada lambatnya kenaikan jenjang karir.  
 
Kompleksitas Tugas 
Pengguna barang/kuasa pengguna barang selalu dihadapkan 
dengan tugas-tugas yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu 
sama lain. Kompleksitas adalah sulitnya suatu tugas yang disebabkan oleh 
terbatasnya kapabilitas, dan daya ingat serta kemampuan untuk 
mengintegrasikan masalah yang dimiliki oleh seorang pembuat keputusan 
(Jamilah dkk., 2007). Tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas 
merupakan dua aspek penyusun dari kompleksitas tugas. Tingkat sulitnya 
tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi tentang tugas 
tersebut, sementara struktur adalah terkait dengan kejelasan informasi 
(information clarity). 
Kompleksitas tugas merupakan tugas yang tidak terstuktur, 
membinggungkan, dan sulit. Beberapa tugas pengelolaan aset 
dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit, 
sementara yang lain mempresepsikannya sebagai tugas yang mudah. 
Persepsi ini menimbulkan kemungkinan bahwa suatu tugas pengelolaan 
aset sulit bagi seseorang, namun mungkin juga mudah bagi orang lain. 
Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa kompleksitas 
tugas muncul dari ambiguitas dan stuktur yang lemah, baik dalam tugas-
tugas utama maupun tugas-tugas lain. 
Pada tugas-tugas yang membingungkan (ambigous) dan tidak 
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terstuktur, alternatif-alternatif yang ada tidak dapat didefinisikan, 
sehingga data tidak dapat diperoleh dan outputnya tidak dapat diprediksi. 
Chung dan Monroe (2001) mengemukakan argumen yang sama, bahwa 
kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
yaitu: a) banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi 
tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan; b) 
adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang 
diharapkan oleh pemakai laporan aset dari kegiatan pengelolaan aset. 
Restuningdiah dan Indriantoro (2000) menyatakan bahwa peningkatan 
kompleksitas tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. 
Terkait dengan kegiatan pengelolaan aset, tingginya kompleksitas 
pengelolaan aset ini dapat menyebabkan pejabat pengelola aset 
berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan seorang pejabat 
pengelola aset menjadi tidak konsistensi dan tidak akuntanbel. Adanya 
kompleksitas tugas yang tinggi dapat merusak tindakan atau keputusan 
yang dibuat oleh pejabat pengelola aset. 
 
Pengetahuan 
Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengenai sesuatu 
dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Pengetahuan 
adalah segala maklumat yang berguna bagi tugas yang akan dilakukan. 
Pengetahuan menurut ruang lingkup pengelolaan aset adalah kemampuan 
penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang terhadap 
pengelolaan aset mulai dari aspek perencanaan, pengadaan, 
penatausahaan, pencatatan sampai dengan penyusunan laporan aset 
daerah. Pengetahuan pengelolan aset diartikan dengan tingkat 
pemahaman pengguna barang/kuasa pengguna barang terhadap sebuah 





Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan 
proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Robbins 
dan Judge (2007) mengartikan persepsi adalah bagaimana orang melihat 
atau mengintrepertasikan kejadian, objek, atau orang. Gibson (1989) 
memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan 
oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya 
(terhadap obyek). Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap 
lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu dapat 
memberikan arti secara berbeda kepada realitas objektif meskipun 
objeknya sama (Ida, 2003; Herawaty dan Kurnia, 2008). 
Lebih lanjut Robbins dan Judge (2007) mengartikan persepsi 
sebagai proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan 
kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan 
mereka. Robbins dan Judge (2007) juga menyatakan bahwa perbedaan 
persepsi yang berbeda pada objek yang sama dapat dipengaruhi oleh 
sejumlah faktor. Sejumlah faktor tersebut beroperasi untuk membentuk 
dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam 
diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan atau 
dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat (Ida, 2003). Faktor 
pada pemersepsi antara lain sikap, motif, kepentingan pengalaman, dan 
penghargaan. Faktor pada obyek antara lain hal baru, gerakan,bunyi, 
ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Sedangkan faktor dalam situasi 
antara lain waktu, keadaan/tempat, kerja, dan keadaan sosial. Dalam hal 
pelaku persepsi, karakteristik pribadi dari pelaku persepsi akan 





Akurasi Pelaporan Aset Daerah  
Terwujudnya akurasi pelaporan aset daerah merupakan refleksi 
atas pendapat, keputusan, dan pertimbangan (judgment) dari pengguna 
barang/kuasa pengguna barang dalam menjalankan tugasnya dengan baik. 
Hogarth dan Einhorn (1992) mengartikan judgment sebagai proses 
kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. Judgment 
merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi 
(termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilhan untuk bertindak 
atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut. Judgment 
merupakan suatu kegiatan yang selalu dibutuhkan oleh seorang 
profesional dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  
Setiap pengguna barang/kuasa pengguna barang dapat 
menghasilkan judgment yang berbeda untuk dalam melaksanakan tugas 
yang sama. Sehingga pengguna barang/kuasa pengguna barang harus 
selalu mengasah kemampunnya karena semakin handal judgment yang 





Tekanan Ketaatan dan Akuransi Pelaporan Aset  Daerah 
Dalam melaksanakan tugas pengelolaan aset, pengguna 
barang/kuasa pengguna barang secara terus menerus berhadapan dengan 
dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan 
(Jamilah dkk., 2007). Situasi ini membawa pengguna barang/kuasa 
pengguna barang dalam situasi konflik, dimana pengguna barang/kuasa 
pengguna barang berusaha untuk memenuhi tanggung jawab 
profesionalnya tetapi disisi lain dituntut pula untuk mematuhi perintah dari 
atasannya atau dari tuntutan lingkungan sekitarnya. Adanya tekanan 
115 
 
untuk taat dapat membawa dampak pada judgment yang diambil oleh 
pengguna barang/kuasa pengguna barang. Semakin tinggi tekanan yang 
dihadapi oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang maka tindakan 
atau keputusan yang diambil oleh pengguna barang/kuasa pengguna 
barang cenderung kurang tepat, sehingga dapat dirumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
 
H1: Tekanan ketaatan berpengaruh secara negatif terhadap 
akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. 
 
 
Kompleksitas Tugas dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah  
Kompleksitas tugas merupakan faktor penting yang dapat 
mempengaruhi akurasi pelaporan aset daerah. Pemahaman mengenai 
kompleksitas tugas pengelolaan aset daerah dapat membantu para 
pengguna barang/kuasa pengguna barang melaksanakan tugas lebih baik 
(Bonner, 2002). Jamilah dkk. (2007) menjelaskan terdapat dua aspek 
penyusun dari kompleksitas tugas, yaitu tingkat kesulitan tugas dan stuktur 
tugas. Tingkat sulitnya tugas selalu dikaitkan dengan banyaknya informasi 
tentang tugas tersebut, sementara struktur tugas terkait dengan kejelasan 
informasi (information clarity). Adanya kompleksitas tugas yang tinggi 
dapat merusak judgment atau tindakan atau keputusan yang dibuat oleh 
pengguna barang/kuasa pengguna barang. 
Berdasarkan teori motivasi X dan Y, apabila dihadapkan pada suatu 
tugas dengan kompleksitas yang tinggi pengguna barang/kuasa pengguna 
barang akan cenderung termasuk dalam tipe X. Pengguna barang/kuasa 
pengguna barang tersebut akan mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan tugasnya. Akibatnya pengguna barang/kuasa pengguna 
barang tidak mampu mengintegrasikan informasi menjadi suatu laporan 
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aset daerah yang akurat. Teori penetapan tujuan oleh Edwin Locke (dalam 
Jamilah dkk., 2007) juga menjelaskan bahwa pengguna barang/kuasa 
pengguna barang yang tidak mengetahui tujuan dan maksud dari 
tugasnya juga akan mengalami kesulitan ketika harus dihadapkan pada 
suatu tugas yang kompleks. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
 
H2: Kompleksitas tugas berpengaruh secara negatif terhadap 
akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna 
barang/kuasa pengguna barang.  
 
 
Pengetahuan dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah  
Tingkat pengetahuan yang dimiliki pengguna barang/kuasa 
pengguna barang merupakan hal yang sangat penting yang dapat 
mempengaruhi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam 
mengambil keputusan. Pengetahuan merupakan salah satu kunci 
keefektifan kerja (Jamilah dkk., 2007). Pengetahuan dapat didapatkan 
oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang baik dari pendidikan 
formal, seminar, pelatihan, pendidikan teknis dan pengalaman.  
Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang 
pengguna barang/kuasa pengguna barang maka tidak hanya akan 
mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal tetapi juga 
yang terpenting dapat menyajikan laporan aset yang akurat. Pengguna 
barang/kuasa pengguna barang yang memiliki tingkat pengetahuan yang 
tinggi dapat mendeteksi dan mengeliminir kemungkinan terjadinya 
kesalahan pelaporan aset daerah. Dengan semakin banyak pengetahuan 
yang dimiliki oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang mengenai 
bidang pengelolaan aset daerah maka pengguna barang/kuasa pengguna 




Berdasarkan teori motivasi berprestasi, pengguna barang/kuasa 
pengguna barang yang memiliki motivasi yang kuat akan terus berusaha 
untuk menambah pengetahuannya mendukung kinerjanya. Sehingga 
keahlian dan pengetahuan pengguna barang/kuasa pengguna barang 
akan selalu berkembang dan mendukung untuk membuat tindakan atau 
keputusan yang tepat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
 
H3:   Pengetahuan berpengaruh secara positif terhadap akurasi 
pelaporan aset daerah  yang dibuat oleh pengguna barang/ 
kuasa pengguna barang.  
 
 
Persepsi Etis dan Akurasi Pelaporan Aset Daerah  
Menurut Herawaty dan Kurnia (2008), seseorang dalam membuat 
keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang 
didasarkan pada pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu 
keputusan yang adil (fair) serta tindakan yang diambil itu harus 
mencerminkan kebenaran atau keadaan yang sebenarnya. Setiap 
pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan 
yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etis 
yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman 
pengguna barang/kuasa pengguna barang atas pelaksanaan etika yang 
berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu ukuran 
(Ida, 2003; Herawaty dan Kurnia, 2008). 
Pengguna barang/kuasa pengguna barang yang profesional dalam 
menjalankan tugasnya mengikuti standar operasional prosedur, sehingga 
dalam melaksanakan aktivitasnya pengguna barang/kuasa pengguna 
barang memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang 
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tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang 
menggunakan hasil pekerjaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
 
H4: Persepsi etis berpengaruh secara positif terhadap akurasi  
pelaporan aset daerah  yang dibuat oleh pengguna 






Variabel independen dalam penelitian ini adalah tekanan ketaatan, 
kompleksitas tugas, pengetahuan dan persepsi etis. Sedangkan variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah akurasi pelaporan aset daerah. 
 
Populasi dan Sampel 
Penelitian ini menggunakan teknik penyampelan covenience 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebar 
sejumlah kuesioner dan menggunakan kuesioner yang kembali dan dapat 
diolah. Sampel dalam penelitian ini adalah pengguna barang/kuasa 
pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Ibuota Jakarta.  
 
Metode Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yang disampaikan 
kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang di mana kuesioner 
responden diserahkan/diantar langsung kepada responden. Pertanyaan 
kuesioner merupakan pertanyaan tertutup yang terdiri dari dua bagian. 
Bagian pertama berisi deskripsi responden, merupakan uraian responden 
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secara demografis. Bagian kedua berisi pertanyaan dengan jawaban 
seberapa jauh responden setuju dan tidak setuju terhadap pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 
 
Metode Analisis 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kuantitatif. Tahap yang pertama setelah kuesioner diisi dan diperoleh dari 
responden dilakukan beberapa proses sebelum data diolah dalam statistik. 
Pemberian skor atau nilai dalam penelitian ini digunakn Skala Likert yang 
merupakan salah satu cara untuk menentukan skor. Skor ini digolongkan 
dalam lima tingkatan, yaitu: 
a. Jawaban SS (Sangat Setuju) diberi nilai 5. 
b. Jawaban S (Setuju) diberi nilai 4. 
c. Jawaban N (Netral) diberi nilai 3. 
d. Jawaban TS (Tidak Setuju) diberi nilai 2. 
e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi nilai 1. 
Tahap selanjutnya setelah kuesioner tersebut atau data yang diperoleh 
siap untuk diolah. Data diolah dengan bantuan Program SPSS 15.0. 
Metode analisis data yaitu meliputi: 
 
Uji Regresi  
Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel independen. Dengan tingkat signifikansi 5 % 
maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 
1. Jika nilai t hitung > t tabel, Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti 
bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
2. Jika nilai t hitung < t tabel, Ho diterima dan Ha ditolak hal ini berarti 
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bahwa tidak ada hubungan antara variabel independen dengan varibel 
dependen. 
Secara simultan untuk menjawab hipotesis yang ada dapat ditunjukkan 
dengan persamaan di bawah ini : 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Keterangan: 
Y = audit judgment 
a = konstanta 
b1, b2 = koefisien regresi untuk X1,X2, X3 dan X4 
X1 = tekanan ketaatan 
X2 = kompleksitas tugas 
X3 = pengetahuan 
X4 = persepsi etis 
e = error term 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Statistik Deskriptif 
Sampel penelitian diperoleh dari 61 orang pengguna barang/kuasa 
pengguna barang/pengurus barang/penyimpan barang yang bekerja di 
lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Berikut ini 
dijelaskan statistik deskriptif sebagai berikut: 
 
Tabel 4.1  
Statistik Deskriptif Demografi Responden 
 
Keterangan N Minimum Maksimum 
Umur  48 – 54 61 48 54 










Masa Kerja  20 – 29 49 20 29 




Uji Kualitas Data 
Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Suatu 
konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha 0,6 
(Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas menunjukkan variabel tekanan 
ketaatan sebesar 0,712, kompleksitas tugas sebesar 0,814, pengetahuan 
sebesar 0,765 dan persepsi etis sebesar 0,854 serta akurasi pelaporan 
0,723. Semua variabel diatas angka 0,6, hal ini berarti semua variabel 
dikategorikan reliabel. 
Pengujian validitas dengan menggunakan rumus correlation 
product moment dari Pearson. Hasil uji validitas menunjukkan semua 
daftar pertanyaan pada semua variabel valid yang memiliki nilai lebih 
besar dari r tabel pada sebesar 0,252. 
 
Ujian Asumsi Klasik 
Model yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan 
menggunakan uji t dan uji F. Sebelum membahas tentang analisis data, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan untuk 
mengetahui gangguan-gangguan atau persoalan-persoalan pada regresi 
linier berganda.  
 
Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas 
dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil 
uji multikolonierti menunjukkan semua nilai VIF kurang dari 10, yaitu VIF 
untuk variabel tekanan ketaatan sebesar 1,045; VIF untuk variabel 
kompleksitas tugas sebesar 1,576; VIF variabel pengetahuan sebesar 
1,079; VIF variabel persepsi etis sebesar 1,592. Mencermati hasil VIF pada 
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semua variabel penelitian yaitu < 10, maka data-data penelitian 




Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 
model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan 
berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada 
observasi yang menggunakan data time series. Untuk mendiaknosis 
adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan melalui 
pengujian terhadap nilai Uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi 
didapatkan hasil DW test (Durbin Watson test) sebesar 1,983 (du = 
1,810;  4-du = 2,190).  Hal ini berarti model regresi di atas tidak terdapat 
masalah autokorelasi, karena angka DW test berada diantara du tabel dan 




Cara untuk mendeteksinya adalah dengan cara melihat grafik 
scatter plot antara nilai, prediksi variabel terikat (Z-PRED) dengan 
residualnya (SRESID). Dari hasil output asumsi heteroskedastisitas dengan 
grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah 
angka nol pada sumbu Y, maka mengindikasikan bahwa tidak terdapat 
gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.  
 
 
Uji Model dan Hipotesis 
 Hasil pengujian simultan atas model regresi dapat dilihat pada 





Hasil Uji F 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
std. Error of 
the Estimate 






Hasil Pengujian Regresi 
Coefficientsa 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10.818 7.7221 
 
1.498 
 Tekanan Ketaatan -.074 .120 -.074 -.059 0,513 
Kompleksitas Tugas -.249 .158 -.188 -1.618 0,109 
Pengetahuan .229 .108 .249 2.139 0,025 
Persepsi Etis .198 .093 .281 2.151 0,022 
 
 
Persamaan regresi diperoleh sebagai berikut: 
 
Y= - 0,074 X1 – 0,249 X2 + 0,229 X3 + 0,198 X4 
 
 Arah koefisien regresi X1 (tekanan ketaatan) diperoleh memiliki 
arah negatif. Hal ini berarti ketaatan yang lebih ketat akan cenderung 
memberikan penurunan akurasi pelaporan aset daerah. Arah koefisien 
regresi X2 (kompleksitas tugas) diperoleh memiliki arah negatif. Hal ini 
berarti kompleksitas tugas yang lebih tinggi dialami pengguna 
barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan 
menurunnya akurasi pelaporan aset daerah. Arah koefisien regresi X3 
(pengetahuan) memiliki arah positif. Hal ini berarti tingkat pengetahuan 
yang lebih tinggi yang dimiliki pengguna barang/kuasa pengguna barang 
cenderung mengkibatkan meningkatnya akurasi pelaporan aset daerah. 
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Arah koefisien regresi X4 (persepsi etis) memiliki arah positif. Hal ini 
berarti bahwa persepsi pengguna barang/kuasa pengguna barang 
mengenai etika dan kode etik profesi yang tinggi yang dimiliki pengguna 
barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan 
meningkatnya akurasi pelaporan aset daerah.  
  
Hipotesis 1 
     Hipotesis H1 menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh secara 
negatif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh 
pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil Uji t diperoleh koefisien 
regresi untuk pengaruh tekanan ketaatan terhadap akurasi pelaporan aset 
daerah adalah sebesar 4,620 dengan tingkat signifikan sebesar 0,528. 
Tingkat signifikan t (0,513) > α (0,05). Hal ini berarti tekanan ketaatan 
tidak berpengaruh secara signifikan pada level  5 %. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa variabel tekanan ketaatan tidak mempengaruhi kinerja 
pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam peningkatan akurasi 
pelaporan aset daerah. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini 
ditolak. 
 Walaupun hasil hipotesis H1 ini tidak signifikan tetapi hal ini 
mengindifikasikan baik. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan ketaatan 
yang diperoleh dari atasan maupun lingkungan tidak akan mempengaruhi 
pengguna barang/kuasa penggun barang dalam menyusun dan 
menyajikan pelaporan aset daerah.  
     Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya oleh Jamilah dkk. (2007), Hartanto dan Wijaya  
(2001). Menurut penelitian tersebut diisyaratkan bahwa dalam kondisi 
adanya perintah dari atasan dan tekanan dari lingkungan untuk 
berperilaku menyimpang dari standar yang ada, seorang akan cenderung 
mentaati perintah tersebut dan hal ini dapat mendorong seseorang untuk 
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bertindak atau membuat keputusan yang kurang tepat. Tekanan yang 
dihadapi akan menjadi pemicu dan motivator bagi seseorang untuk 
melaksanakan tugas yang diembannya dan kurang mengandalkan pada 
kaidah atau prosedur pekerjaan dan dapat berpotensi melakukan 
penyimpangan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 
 
Hipotesis 2 
      Hipotesis H2 menyatakan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh 
secara negatif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh 
pengguna barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien 
regresi untuk pengaruh kompleksitas tugas  terhadap akurasi pelaporan 
aset daerah adalah sebesar 4,620 dengan tingkat signifikan sebesar 
0,111. Tingkat signifikansi t (0,109) > α (0,05). Hai ini dapat disimpulkan 
bahwa variabel kompleksitas tugas tidak mempengaruhi kinerja pengguna 
barang/kuasa pengguna barang dalam peningkatan akurasi pelaporan 
aset daerah. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Jamilah dkk. (2007) 
yang menunjukkan hasil penelitian senada. Jamilah dkk. (2007) menguji 
pengaruh kompleksitas tugas dalam pembuatan judgment (auditor).   
 
Hipotesis 3 
       Hipotesis H3 menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara 
positif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien regresi 
untuk pengaruh pengetahuan terhadap akurasi pelaporan aset daerah 
adalah sebesar 2,343 dalam tingkat signifikan sebesar 0,036. Tingkat 
signifikan t (0,025) < α (0,05). Hai ini dapat disimpulkan bahwa variabel 
pengetahuan mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna 
barang dalam meningkatkan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan 
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demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Diani dan Ria (2007) yang mengindikasikan bahwa pada 
tingkat kompleksitas tinggi maupun rendah, terdapat indikasi yang 
signifikan antara akuntabilitas dengan pengetahuan terhadap kualitas 
kerja. Hal ini juga berarti dapat dimaknai dengan semakin tinggi 
pengetahuan pengguna barang/kuasa pengguna barang maka semakin 
tinggi tingkat akurasi penyajian laporan aset daerah.   
 
Hipotesis 4 
     Hipotesis H4 menyatajan bahwa persepsi etis berpengaruh secara 
positif terhadap akurasi pelaporan aset daerah yang dibuat oleh pengguna 
barang/kuasa pengguna barang. Hasil uji t diperoleh koefisien regresi 
untuk pengaruh persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap 
adalah sebesar 2,144 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,036. Tingkat 
signifikansi t (0,022) < α (0,05). Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel 
perpepsi etis mempengaruhi kinerja pengguna barang/kuasa pengguna 
barang dalam meningkatkan akurasi pelaporan aset daerah. Dengan 
demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. 
 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Nuryanto dan Dewi (2001), yang mengindikasikan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai etika 
dengan pembuatan keputusan. Hal ini juga berarti dapat dimaknai dengan  
semakin tinggi pemahaman atas persepsi etis pengguna barang/kuasa 
pengguna barang maka semakin tinggi komitmennya dalam meningkatkan 









Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh simpulan 
sebagai berikut, pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan 
ketaatan dan kompleksitas tugas tidak mempengaruhi pengguna 
barang/kuasa pengguna barang dalam membuat laporan aset daerah. 
Hasil statistis menunjukkan arah hubungan antara variabel tekanan 
ketaatan dengan akurasi pelaporan aset daerah adalah arah negatif. Hal 
ini konsisten dengan yang dihipotesiskan atau hal ini berarti ketaatan yang 
lebih ketat akan cenderung memberikan penurunan akurasi pelaporan 
aset daerah. Demikian juga hal dengan variabel kompleksitas tugas, 
memiliki arah hubungan negatif dengan akurasi pelaporan aset daerah. 
Hal ini berarti kompleksitas tugas yang lebih tinggi dialami pengguna 
barang/kuasa pengguna barang akan cenderung mengakibatkan 
menurunnya akurasi pelaporan aset daerah; kedua, pengetahuan dan 
persepsi etis mempengaruhi signifikan akurasi pelaporan aset daerah yang 
dibuat oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. 
 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan baik dalam 
pengambilan sampel maupun dalam metode yang digunakan. 
Keterbatasan tersebut antara lain penelitian ini hanya menggunakan 
sampel sebanyak 61 orang pengguna barang/kuasa pengguna barang  
pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan data ini mungkin 
dapat menjelaskan salah satu penyebab hasil analisis tidak konsisten 




Implikasi dan Saran 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pemangku 
kepentingan di pemerintah daerah dalam pembuatan regulasi pengelolaan 
barang milik daerah/aset daerah khususnya pengaturan mengenai standar 
operasional prosedur pengelolaan barang/aset daerah. Disarankan untuk 
melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan sampel yang 
lebih banyak, sehingga diharapkan hasilnya dapat digeneralisasikan 
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